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A. Latar Belakang. 
Perkembangan sejarah, teori dan pemikiran tentang pengorganisasian 
kekuasaan dan tentang organisasi negara berkembang sangat pesat. Variasi 
struktur dan fungsi organisasi dan institusi-institusi kenegaraan itu berkembang 
dalam banyak ragam dan bentuknya, baik ditingkat pusat atau nasional maupun 
ditingkat daerah atau lokal. Gejala perkembangan semacam itu merupakan 
kenyataan yang tak terelakkan karena tuntutan keadaan dan kebutuhan yang 
nyata, baik karena faktor-faktor sosial, ekonomi, politik dan budaya ditengah 
dinamika gelombang pengaruh globalisme versus lokalisme yang semakin 
kompleks dewasa ini.1 
Institusi kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu 
kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, substansi 
asas legalitas adalah wewenang, yakni “Het vermogen to het verrichen van 
bepalde rechtshandelingen” kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan 
hukum tertentu. Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak 
sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat 
atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan 
kewajiban. Dalam negara hukum, yang mnempatkan asas legalitas sebagai 
 
1Jimly Asshiddiqie, Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, (Jakarta: 
Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006), 1. 
 



































sendi utama penyelenggaraan pemerintahan, wewenang pemerintah itu berasal 
dari peraturan perundang-undangan.2Termasuk pula institusi kenegaraan yang 
bergerak pada bidang perikanan, misalnya kewenangan yang diberikan oleh 
UU Nomer 45 Tahun 2009 Perubahan dari UU Nomer 31 tahun 2004 Tentang 
Perikanan. 
Pemerintah Indonesia memiliki beberapa pengertian yang berbeda. 
Pada pengertian lebih luas, dapat merujuk secara kolektif pada tiga cabang 
kekuasaan pemerintah yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sealin itu juga 
diartikan sebagai eksekutif dan legislatif secara bersama-sama, karena kedua 
cabang kekuasaan inilah yang bertanggung jawab atas tata kelola bangsa dan 
pembuatan undang-undang. Sedangkang pada pengertian lebih sempit, 
digunakan hanya merujuk pada eksekutif berupa kabinet pemerintah karena ini 
adalah bagian dari pemerintah yang bertanggung jawab atas tata kelola 
pemerintah sehari-hari.3 
Aspek Konstitusional penyelenggaraan negara dan pemerintahan sejak 
Indonesia merdeka adalah persoalan yang berkaitan dengan penyelenggraan 
otonomi sebagai subsistem negara kesatuan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) 
Undang-Undang Dasar 1945 Negara Indonesia ialah negara kesatuan yan 
berbentuk republik. Prinsip pada negara kesatuan ialah bahwa yang memegang 
tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara ialah pemerintah pusat 
tanpa adanya delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah. 
 
2Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 100. 
3Wikipedia, “Pemerintah Indonesia”, https://id.m.wikipedia.org. Diakses pada tanggal 21 November 
2020. 
 



































Akan tetapi, karena sistem pemerintahan Indonesia salah satunya menganut 
asas negara kesatuan yang didesentralisasikan, maka ada tugas-tugas tertentu  
yang diurus sendiri, sehinga menimbulkan hubungan timbal balik yang 
melahirkan adanya hubungan kewenangan, keuangan, pengawasan, dan antar 
satuan organisasi pemerintah.Substansi pembagian daerah dalam Negara 
Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang 
Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Kesatua Republik Indonesia dibagi atas 
kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai 
pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Perubahan ini 
dimaksudkan untuk lebih memperjelas pembagian daerah dalam Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi daerah provinsi dan dalam daerah 
provinsi terdapat kabupaten dan kota. Hal ini juga termaktub di dalam Pasal 2 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.4 
Sesuai dengan keadaan nyata wilayah Indonesia maka tidak dapat 
disangkal lagi bahwa Indonesia adalah suatau negara kepulauan. Sumber 
perikanan laut Indonesia diperkirakan mencapai 6.167.940 ton per tahunnya. 
Sumber daya laut tersebut memiliki potensi ekonomi yang sangat besar yang 
dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.5 Namun akibat posisi 
silang Indonesia yang terletak diantara dua benua (Asia dan Australia) dan dua 
Samudera (Pasifik dan Hindia) menyebabkan wilayah Indonesia rawan terjadi 
 
4 Septi Nur Wijayati, “Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik 
Indonesia Berdasrkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014”, Media Hukum, 2, (Desember, 
2016), 188-189. 
5 Erty R.Agoes, “Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Kelautan Dan Perikanan Dalam Mengisi 
Wawasan Nusantara”, Hukum Dan Pembangunan, 1372, (Januari-Maret, 2003), 3. 
 



































ilegal fishing (pencurian ikan) dan tindak pidana perikanan lainnya. 
Pemanfaatan sumber daya laut tersebut ternyata belom optimal, terhambat oleh, 
maraknya tindak pidana di bidang perikanan. Negara rugi mencapai Rp. 50 
triliun/tahun sebagai akibat tindak pidana perikanan diwilayah perikanan 
Indonesia.6 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
merupakan otoritas hukum tertinggi di Indonesia yang wajib dipatuhi. Pasal 33 
merupakan refrensi utama bagi peraturan yang berkaitan dengan kesejahteraan 
sosial, dan ekonomi nasional, termasuk pengelolaan dan pemanfaatan sumber 
daya alam (misalnya perikanan). Selain konstitusi UUD 1945 terdapat 
peraturan lain yang berperan penting dalam tindak pidana bidang perikanan: 
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. 
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan. 
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. 
4. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut 
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kelautan 
dan Perikanan. 
6. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas 
Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Ilegal Fishing). 
 
6Puteri Hikmawati, “Permasalahan Hukum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Bidang Perikanan”, 
Negara Hukum, 1, (Juni,2012), 2. 
 



































7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Selaku Komandan Satuan 
Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (Ilegal Fishing) 
Nomor 1/PERMEN-KP/SATGAS/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Ilegal 
Fishing). 
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. 
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PERMEN-KP/2017 
tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas 
Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Ilegal Fishing). 
10. Kesepakatan Bersama antara Departemen Kelautan dan Perikanan dengan 
Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Nomor: 
KB.05A/DJP2SDKP/2008, Nomor. NO.POL:B/325/II/2008 tentang 
Standar Operasional dan Prosedur Penanganan Tindak Pidana Perikanan 
pada Tingkat Penyidikan. 
Ketentuan khusus dalam penyidikan tindak pidana perikanan yaitu 
penyidikan yang melibatkan 3 instansi yang berwenang. Berdasarkan ketentuan 
Pasal 73, penyidikan tindak pidana dibidang perikanan di wilayah pengelolaan 
perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh penyidik PPNS (Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil), Penyidik TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara 
Republik Indonesia (POLRI).7 
 
7 Ibid., 3. 
 



































Tentara Nasional Indonesia (TNI) diatur tersendiri dalam UUD 1945, 
yaitu dalam Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, yaitu pada 
Pasal 30. Disini ditentukan jelas mengenai perbedaan tugas dan kewenangan 
masing-masing untuk menjamin perwujudan demokrasi dan tegaknya rule of 
law. Pasal 30 ayat (2) menentukan juga bahwa “Usaha pertahanan dan 
keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan 
rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik 
Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”. 
Sementara ayat (3) Pasal 30 tersebut mentukan, “Tentara Nasional Indonesia 
terdiri atas Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Darat sebagai alat 
negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan 
kedaulatan negara.8Pada tahun2004 dibentuk pula UU khusus TNI. Rancangan 
UU tentang TNI itu disetujui bersama oleh DPR dan presiden pada rapat 
paripurna DPR 30 september 2004. RUU yang telah mendapat persetujuan 
bersama itu selanjutnya disahkan tanggal 19 Oktober 2004.  
Sesuai ketentuan pasal 2 UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dijelaskan 
perihal pengertian dari TNI itu sendiri. Selanjutnya, dalam Bab IV diatur pula 
tentang peran, fungsi, dan tugas TNI. Pasal 5, TNI berperan sebagai alat negara 
dibidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasrkan kebijakan 
dan keputusan politik negara. Fungsinya ditentukan dalam Pasal 6, sedangkan 
rincian tugasnya diuraikan dalam Pasal 7 (1) yaitu TNI bertugas untuk 
menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara 
 
8 Jimly Asshiddiqie, “Perkembangan Dan Konsolidasi…, 200. 
 



































Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap 
bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan 
terhadap keutuhan bangsa dan negara. Selanjutnya Pasal 7 (2) menentukan 
tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Selanjutnya, untuk tugas 
masing-masing angkatan dijelaskan dalam Pasal 8 (Angkatan Darat), Pasal 9 
(Angkatan Laut), dan Pasal 10 (Angkatan Udara)9 
Seperti halnya TNI, Kepolisian Negara juga diatur dalam Bab XII Pasal 
30 UUD 1945. Keduanya diatur dalam bab dan pasal yang sama untuk maksud 
memastikan pembedaan dan pemisahan fungsi-fungsi keamanan dan 
pertahanan negara yang tercermin dalam kedua organisasi TNI dan POLRI. 
Dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 ditentukan bahwa “ Kepolisian Negara 
Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban 
masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta 
menegakkan hukum”. Dalam rangka pelaksanaan amanat UUD 1945 tersebut, 
maka pada tahun 2002 telah dibentuk UU No. 2 Tahun 2002 Tentang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia.10 Dalam Pasal 2 UU ini, ditentukan 
bahwa kepolisian merupakan salah satu fungsi dari fungsi-fungsi pemerintahan 
negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, 
penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 
masyarakat.Mengenai tugas dan wewenang kepolisian diatur dalam Bab III 
 
9 Ibid., 204. 
10 Ibid., 209. 
 



































mulai dari Pasal 13 sampai dengan pasal 19. Tugas pokok kepolisian Negara 
adalah a) memelihara keamanan dan ketertiban, b) menegakkan hukum, c) 
memberikan pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat. 
Pejabat Kepolisian Negara melaksanakan tugas dan wenangnya diseluruh 
wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya didaerah hukum pejabat yang 
bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.11 
Berdasarkan berbagai landasan hukum, kedudukan PPNS Perikanan 
sebagai penyidik tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan 
Negara Republik Indonesia berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak 
pidana perikanan yang terjadi diwilayah ZEEI dan di utamakan untuk 
melakukan penyidikan terhadap tindak pidana bidang perikananyang terjadi di 
pelabuhan perikanan. PPNS yang terdapat pada Direktorat Jendral Pengawasan 
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP),KKP. Keberadaan 
PPNS bidang perikanan merupakan salah satu bentuk kebijakan publik 
dibidang penegakan hukum perikanan. PPNS secara terminologi menurut PP 
No. 27 Tahun 1983 yang diubah melalui PP No. 58 Tahun 2010 Pasal 1 Angka 
6, adalah pegawai negeri tertentu sebagaimana yang disebutkan dalam KUHP, 
baik yang berada di pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh 
undang-undang, dalam hal ini, wewenang dalam penanganan penyidikan 
tindak pidana bidang perikanan.Kewenangan PPNS perikanan dalam 
pelaksanaannya mengalami berbagai kendala sehingga fungsi ini belum dapat 
dilaksanakan dengan baik. Salah satunya disebabkan dengan tumpang tindih 
 
11 Ibid., 217. 
 



































kewenangan antar lembaga yang memliki kewenangan pengawasan dan 
penyidikan, seperti POLRI dan TNI AL.12 
Sebagaimana kasus yang pernah terjadi yaitu penanganan terhadap 
tertangkapnya kapal asal Thailand Silver Sea 2 di perairan Sabang, Aceh 
beberapa waktu yang lalu, menjadi penegas bahwa pelanggaran tindak pidana 
bidang perikanan masih berjalan di Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan 
Susi Pudjiastuti berpendapat bahwa kasus Silver Sea 2 harus menjadi perhatian 
semua pihak yang ada di Indonesia. Karena, kapal tersebut sudah jelas terbukti 
melakuakan pelanggaran di wilayah perairan Indonesia. Agar kasus Hai Fai 
yang kabur tidak terjadi pada Silver Sea 2, harus ada pembenahan dari segi 
regulasi hukum. Dalam artian, harus ada kesepakatan antara penegak hukum 
saat menindak pelaku tindak pidana bidang perikanan di Indonesia. Dengan 
kondisi yang sekarang ini Susi berpendapat, penindakan paling tepat terhadap 
pelaku tindak pidana bidang perikanan adalah dengan membakar langsung 
kapalnya. Namun, untuk bisa melangkah kesana, Susi harus meminta ada 
kesepakatan antara penegak hukum seperti PPNS, POLRI, TNI AL. Merujuk 
pada regulasi hukum seperti UU No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan, KKP 
sebenarnya memiliki kewenangan untuk membakar atau menenggelamkan 
kapal yang melakukan tindak pidana bidang perikanan. Tetapi kewenangan 
 
12Freshty Yulia Arthatiani, “Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan Dalam Proses 
Penegakan Hukum Kasus IUU Fishing Di Indonesia”,Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil, 1, 
(April, 2014), 8. 
 



































tersebut masih tumpang tindih karena penegak hukum lain di wilayah perairan 
juga memiliki regulasi dan wewenang untuk bertindak dalam kasus tersebut.13 
Membangun dan membina hukum nasional diperlukan politik hukum 
tertentu. Untuk mewujudkan satu hukum nasional bagi bangsa Indonesia yang 
terdiri dari suku bangsa dengan kebudayaan dan agama yang berbeda. 
Pembangunan hukum nasional yang akan berlaku bagi semua warga negara 
tanpa memandang agama yang di peluknya, harus di berlakukan dengan hati-
hati, karena antara agama yang di peluk oleh warga negara Indonesia, ada 
agama yang tidak dapat di pisahkan oleh hukum, contoh agama islam. Oleh 
karena itu dalam pembangunan hukum nasioanal di negara yang mayoritas 
penduduknya beragama islam, unsur agama harus benar-benar diperhatikan. 
Oleh karena itu, perlu ada wawasan dan kebijaksanaan yang jelas dari 
pemerintah.14 Termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya alam yang 
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran warga negara 
Republik Indonesia. 
Didalam fiqih siyasah, sebagaimana diketahui bahwa, salah satu prinsip 
dasar sistem pemerintahan yang ditentukan dalam islam adalah negara hukum. 
Sebagai negara hukum maka tegaknya keadilan merupakan suatu kewajiban 
yang harus diwujudkan didalam kehidupan bernegara. Ketentuan tersebut 
diatur didalam Al-Qura’an Surat An-Nissa (4): 58; 
 
 
13 Jay Fajar, “Regulasi Penindakan Pelaku IUU Fishing Di Lautan Masih Tumpang Tindih”, 
https://www.mongabay.co.id.cdn.ampproject.org, diakses pada 3 Oktober 2015. 
14Milleria Prasetio, “Islam Dan Komparasi Hukum Hukum Positif Di Indonesia”, 
https://www.qureta.com, diakses pada 10 Januari 2019. 
 



































َلى  ِإ ِت  ََن ا ْْلََم ا وا  َؤدُّ  ُ ت ْن  َأ ْم  رُُك ََيُْم  َ َّللَّ ا نَّ  ْم   ِإ ُت ْم َك َح ا  َذ ِإ َو ا  َه ِل ْه َأ
ِل   ْد َع ْل ِِب وا  ُم ُك ََتْ ْن  َأ ِس  نَّا ل ا نْيَ  نَّ َب َّللََّ   ِإ ا   ا مَّ ِع مْ   ِن ُك ُظ ِع هِ   َي نَّ   ِب َّللََّ   ِإ  ا
نَ  ا ا  َك ًع ي يً  َسَِ ِص                                      ا َب
Sesungguhnya Alloh menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 
yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menentukan 
hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 
Sesungguhnya Alloh memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya 
kepadamu. Sesunguhnya Alloh adalah Maha Mendengar lagi Maha 
Melihat. (Q.s. An-Nissa (4):58). 
 
Sedangkan untuk mewujudkan hukum yang adil tidak mungkin dapat 
dicapai tanpa adanya lembaga peradilan (yudikatif). Karenanya, kehadiran 
lembaga yudikatif dalam sistem ketatanegaraan islam merupakan sebuah syarat 
mutlak yang harus dipenuhi. Begitu urgennya sulthon qhodhoiyyah maka tidak 
heran kalau sejak awal kehadiran negara dalam khazanah sejarah islam 
lembaga yudikatif ini telah ada dan berfungsi, meskipun masih dalam 
bentuknya yang sangat sederhana.15 
Permasalahan yang timbul dalam proses penyidikan tindak pidana 
bidang perikanan antara lain terjadinya saling tarik menarik kepentingan karena 
masing-masing aparat penegak hukum yang diberi kewenangan merasa 
memiliki kewenangan untuk itu. Diposisikannya PPNS sejajar dengan TNI AL 
dan Kepolisian sebagai penyidik, serta diberikannya kewenangan kepada 
Menteri untuk membentuk forum koordinasi bagi kepentingan penyidikan 
ditingkat daerah, belum memberikan solusi nyata bagi persoalan tersebut. 
Apalagi forum koordinasi tersebut notabane dibentuk pada tingkat menteri. 
 
15 DWIP MALA,“BAB III Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam”, repository.uinbanten.ac.id, diakses 
pada (2017). 
 



































Sedangkan BAKORKAMLA yang sudah lama eksis dan dibentuk dengan surat 
keputusan bersama (SKB) saja nyaris tidak bisa berbuat apa-apa. 
 
B. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah. 
Berdasarkan latar belakang mengenai Kewenangan TNI AL, PPNS, dan 
POLRI dalam melakukan penyidikan tindak pidana perikanan diatas dapat 
diidentifikasi: 
 
1. Setiap instansi kenegaraan harus memiliki kewenangan yang diberikan 
oleh undang-undang. 
2. Keterlibatan kewenangan TNI AL, PPNS, POLRI dalam melakukan 
penyidikan tindak pidana bidang perikanan berdasar UU No. 45 Tahun 
2009 perubahan UU No. 31 Tahun 2004. 
3. Inventaris Peraturan yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana 
bidang perikanan. 
4. Tumpang Tindih Kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana 
bidang perikanan oleh TNI AL,PPNS, POLRI Pada UU No. 45 Tahun 
2009. 
5. Contoh tumpang tindih melakukan penyidikan olehTNI AL, PPNS, 
POLRI dalam kasus tertangkapnya kapal Thailand Silver Sea 2. 
6. Tinjauan fiqih dusturiyah terhadap kewenangan melakukan penyidikan 
pada tindak pidana bidang perikanan oleh TNI AL, PPNS, POLRI berdasar 
UU No. 45 Tahun 2009. 
 
 



































Agar pembahasan tidak meluas, lebih spesifik maka batasan masalah 
mendapat penjelasan komprehensif: 
 
1. Kewenangan TNI AL, PPNS, POLRI dalam melakukan penyidikan tindak 
pidana bidang perikanan berdasar UU No. 45 Tahun 2009. 
2. Tinjauan fiqih dusturiyah terhadap kewenangan TNI AL, PPNS, POLRI 
dalam melakukan penyidikan tindak pidana bidang perikanan berdasar UU 
No. 45 Tahun 2009. 
 
C. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang yang telah disampaikan diatas dan batasan masalah 
yang akan dibahas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana kewenangan TNI AL, PPNS, POLRI dalam melakukan 
penyidikan tindak pidana bidang perikanan berdasar UU No. 45 tahun 
2009? 
2. Bagaimana tinjauan fiqih dusturiyah terhadap kewenangan TNI AL, 
PPNS, POLRI dalam melakukan penyidikan tindak pidana bidang 
perikanan berdasar pada UU No. 45 Tahun 2009? 
 
D. Tinjauan Pustaka 
1. Teori Kewenangan 
Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata 
negara. F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan “Het Begrip 
 



































bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief 
recht”,16 dari pernyataan ini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 
wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata negara dan hukum 
administrasi negara.Istilah kewenangan disejajarkan dengan “authority” 
dalam bahasa Inggris dan “bevoegdheid” dalam bahasa Belanda. 
Authoritiy dalam Black’s Law Dictionary di artikan sebagai “legal power 
a right to command or to act, the right and power of public officers to 
require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public 
duites” yang berarti kewenangan adalah kekuasaan hukum, hak untuk 
memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan pejabat publik untuk 
mematuhi aturan dalam lingkup melaksanakan kewjiban publik. 
Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau bagi 
setiap instansi negara. Kewenangan yang sah apabila di tinjau dari sumber 
darimana kewenangan itu lahir, maka terdapat tiga kategori kewenangan 
yaitu atribut, delegatif, dan mandat.17 
a. Kewenangan atribut biasanya di gariskan atau berasal dari adanya 
pembagian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam 
pelaksanaan atribu ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh oleh 
pejabat atau badan yang tertera pada peraturan dasrnya. Terhadap 
kewenangan atribut mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat 
 
16 Nur Basuki Winarno, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi, (Yogyakarta: 
Laksbang Mediatama, 2008), 65. 
17 Ibid, 70. 
 



































berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan 
dasarnya. 
b. Kewenangan delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ 
pemerintahan kepada organ lain dengan dasar pertauran perundang-
undangan. Dalam hal kewenangan delegatif tanggung jawab dan 
tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut  dan 
beralih pada delegataris. 
c. Kewenangan mandat merupakan kewenangan yang bersumber pada 
proses pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada 
pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat 
dalam hubungan rutin atsan rutin bawahan, kecuali dilarang secara 
keras. 
2. Teori Penyidikan. 
Pengertian penyidikan pada dasarnya terbagi menjadi dua, 
gramatikal dan yuridis. Gramatikal, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
terbitan Balai Pustaka cetakan kedua tahun 1989 halaman 837 
dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah 
serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk 
mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana. Asal kata 
penyidikan adalah sidik yang bereti periksa, menyidik, menyelidik atau 
mengamati. Secara yuridis, dalam Pasal 1 Butir (2) KUHAP di jelaskan 
yang di maksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik 
dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk 
 



































mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana 
yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.18 Menurut Rusli 
Muhammad, tujuan dalam penyidikan terhadap tindak pidana diharapkan 
dapat di peroleh keterangan beruapa: 
a. Jenis dan kualifikasi tindak pidana yang terjadi. Jenis-jenis tindak 
pidana yang sangat banyak dan dalam satu jenis tindak pidana terdapat 
beberpa kualifikasi, penyidikan yang dilakukan adalah untuk 
mengetahui bentuk tindak pidana apa yang sesungguhnya telah terjadi 
sehingga dapat menentukan pasal-pasal yang di langgarnya. 
b. Waktu tindak pidana dilakukan. Penyidikan yang dilakukan harus 
dapat mengungkap waktu yang dilakukan suatu kejahatan. 
Mengungkap waktu untuk memberikan keyakinan tentang terjadinya 
suatu tindak pidana dan untuk dapat menjadi ukuran jika adanya dalih 
pengingkaran dari pelaku. 
c. Tempat terjadinya tindak pidana. Penyidikan di lakukan untuk 
mengetahui dimana tindak pidana di lakukan, juga untuk mencari 
keterangan, dan menemukan saksi atau barang bukti yang dilakukan 
pelaku. 
d. Dengan apa tindak pidana di lakukan. Untuk mengungkap alat yang di 
gunakan oleh pelaku dalam melakukan kejahatannya, dan juga sebagai 
 
18Digilib UNS, “BAB II Tinjauan Pustaka A. Kerangka Teori 1. Tinjauan Umum”, Dalam 
https://digilib.uns.ac.id. diakses pada tanggal 21 Oktober 2019. 
 



































barang bukti guna untuk mendukung alat bukti yang ada sehingga 
menambah keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. 
e. Alasan di lakukan tindak pidana. Untuk mengetahui yang 
menyebabkan pelaku melakukan kejahatannya, dan apa tujuan yang 
akan dicapai sehingga melakukan kejahatan, dan juga sebagai 
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana. 
f. Pelaku tindak pidana. Tujuan terpenting adalah untuk mengungkap 
siapa pelaku dari tindak pidana tersebut. 
3. Penelitian/Penulisan Terdahulu Dengan Tema Serupa Yaitu Perikanan. 
Berikut ini beberapa uraian hasil penilitian tentang perikanan yang 
pernah dilakukan. Supaya tidak mengulangi kajian materi, berikut ini 
beberapa kajian pustaka: 
a. Skripsi yang berjudul “Proses Penyidikan Tindak Pidana Perikanan Di 
Perairan Makassar” disusun oleh Robi Atmanegara tahun 2018 
Mahasiswa Jurusan Departemen Hukum Pidana  Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin Makassar. Tujuan yang hendak dicapai dari 
skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami proses penyidikan 
yang dilakukan oleh penyidik kepolisian perairan terhadap tindak 
pidana perikanan di perairan Makassar, serta untuk mengetahui 
kendala apa saja yang dihadapi oleh penyidik kepolisian perairan 
dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana perikanan di perairan 
Makassar. 
 



































b. Jurnal dengan nama Saintek Perikanan Volume 8 Nomer 1 2012 yang 
berjudul “Potensi Dan Peluang Pengembangan Usaha Perikanan 
Tangkap Di Pantura Jawa Tengah” dengan nama penulis Imam 
Triarso yang menjabat sebagai Staf Pengajar Studi Pemanfaatan 
Sumber Daya Perikanan Jurusan Perikanan Fakultas Perikanan Dan 
Kelautan Universitas Diponegoro. Jurnal ini dibuat dengan tujuan 
untuk mengetahui kondisi dalam melakukan evaluasi/penilaian pada 
kegiatan pelaksanaan bantuan kapal >30 GT bagi nelayan Jawa 
Tengan khususnya di daerah Pantura. Dengan memperhatikan wilayah 
pengelolaan perikanan di mana kapal bantuan >30 GT melakukan 
aktivitas penangkapan ikan, serta bertujuan untuk mengetahui 
gambaran mengenai potensi sumber daya ikan dan peluang 
pengembangan usaha perikanan tangkap di waktu yang akan datang. 
c. Laporan akhir dengan judul “Analisa Dan Evaluasi Hukum Dalam 
Rangka Pemberantasan Kegiatan Perikanan Liar (IUU Fising)” ditulis 
pada bulan Desember 2016 oleh Aisyah Lailiyah, S.H., M.H. Laporan 
akhir ini ditulis dengan tujuan untuk menilai kesesuain antara asas 
materi muatan peraturan perundang-undangan dan indikator terhadap 
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberantasan 
kegiatan perikanan liar (IUU Fisihing), dan menganalisis kendala dan 
implementasi penerapan peraturan perundang-undangan yang terkait 
dengan pemberantasan kegiatan perikanan liar (IUU Fishing) di 
lapangan, serta menganalisis implementasi peraturan perundang-
 



































undangan  terkait pemberantasan kegiatan perikanan liar (IUU 
Fishing). 
 
E. Tujuan Penelitian. 
Berkaitan dengan tujuan penulis dari penelitian yang ingin dicapai 
adalah: 
1. Untuk mengetahui batas kewenangan TNI AL, PPNS, POLRI dalam 
melakukan penyidikan tindak pidana bidang perikanan berdasar pada UU 
No. 45 Tahun 2009. 
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqih dusturiyah terhadap kewenangan TNI, 
PPNS, POLRI dalam melakukan penyidikan tindak pidana bidang 
perikanan berdasar UU No.45 Tahun 2009. 
 
F. Kegunaan Hasil Penelitian. 
Berkaitan dengan tujuan penulisdari penulisan skripsi ini, dapat 
memberikan kegunaan dan manfaat sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian penulisan skripsi ini diharapkan memberikan kajian 
teoritik dalam hal batas kewenangan TNI AL, PPNS, POLRI dalam 
melakukan penyidikan tindak pidana bidang perikanan. Selain itu penulis 
juga berharap memberikan penjelasan materi dan ilmu tentang penelitian 
tersebut berkaitan dengan fiqih dusturiyah. 
2. Manfaat Praktis 
 



































Penelitian penulisan skripsi ini juga diharapkan memberikan 
kegunaan kepada pejabat yang berwenang agar lebih teliti dalam langkah 
membuat peraturan perundang-undangan sehingga terciptanya keadaan 
yang baik dan meminimalisir kejadian yang tidak diharapkan. 
 
G. Definisi Oprasional 
Beberapa definisi operasional berikut ini untuk memberikan 
pemahaman dalam judul skripsi. Berdasarkan judul skripsi yaitu “ Tinjauan” 
1. Fiqih Dusturiyah 
Siyasah Dusturiyah adalah bagian fiqih siyasah yang membahas 
masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara 
lain konsep-konsep konstitusi (undng-undang dasar negara dan sejarah 
lahirnya perundang-undangan dalam suatau negara), legislasi ( bagaimana 
cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syuro yang 
merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping 
itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan 
hubungan timbal balik antara pemerintah dengan warga negara serta hak-





Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kata wewenang 
disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan 
 



































kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, menerima dan 
melimpahkan tanggung jawab bada orang atau badan lain.Kewenangan 
adalah hak menggunakan wewenang yang dimiliki pejabat atau institunsi 
menurut peraturan yang berlaku, dengan demikian wewenang juga 
menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut 
kaedah-kaedah formal. Jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal 
yang dimiliki pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan 
yang penting dalam pembahasan hukum tata negara dan hukum 
administrasi negara. Berdasarkan definisi kewenangan diatas, penulis 
berpendapat bahwa kewenangan merupakan hak yang dimiliki oleh 
seorang pejabat atau institusi yang bertindak melakukan kewenangannya 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
3. Penyidikan 
Dalam bahasa Belanda penyidikan sama dengan opsporing. 
Menurut De Pinto, menyidik merupakan pemeriksaan awal oleh pejabat 
yang di tunjuk oleh undang-undangsegera setelah mereka dengan jalan 
apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa telah terjadi 
pelanggaran undang-undang.Tugas penyidik yaitu melaksanakan 
penyelidikan, yang merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal 
dan menurut cara yang diatur dalam Undand-Undang Hukum Acara 
Pidana untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan 
bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi serta bertujuan 
untuk menemukan tersangkanya. 
 



































4. TNI Angkatan Laut 
Angkatan Laut merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia 
atau yang biasa kita kenal dengan TNI-AL. TNI sendiri dibentuk pada 
tahun 1945 setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. 
Angkatan laut saat ini tersebar diseluruh wilayah perairan Indonesia, 
dengan berbagi kesatuan. Tugas pertama angktan laut  menurut undang-
undang adalah menegakkan hukum dan juga menjaga kemanan dari 
wilayah laut yurisdiksi nasional. 
5. POLRI 
Polri adalah salah satu penegka hukum yang melaksanakan 
perintah undang-undang yang dicantumkan di dalam Pasal 2 Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa fungsi polisi 
merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan 
keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan 
dan pelayanan terhadap masyarakat. Kewenangan penengakan hukum 
selaindiemban oleh fungsi reskrim juga dilakukan oleh polisi perairan 
sesuai dengan tugas pokok polisi perairan yaitu membina dan 
meyelenggarkan fungsi kepolisian perairan dalam rangka melayani, 
melindungi, mengayomi, serta memelihara kemanan dan ketertiban 
masyarakat dan penegakan hukum di perairan Indonesia. 
6. PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) 
PPNS sesuai dengan singkatannya merupakan penyidik yang 
berasal dari pegawai negeri sipil, bertujuan untuk melakukan penyidikan 
 



































tindak pidana tertentu. Biasanya tindak pidana itu bukan tindak pidana 
umum yang biasa ditangani oleh penyidik kepolisian. Berdasarkan Pasal 1 
Angka 5 PP Nomor 43 Tahun 20012, yang dimaksud dengan PPNS adalah 
pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan 
perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan memilik wewenang 
untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang 
yang menjadi dasar hukum masing-masing. 
7. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 merupakan perubahan dari 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang pada 
pokoknya mengatur tentang pengelolahan perikanan untuk meningkatkan 
kemakmuran dan keadilan guna pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi 
kepentingan bangsa dan negara tetap memperhatikan prinsip kelestarian 







H. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 
metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normarif yaitu 
metode penelitian yang menggunakan aturan hukum baik itu berupa 
norma, peraturan perundang-undangan, maupun sumber hukum lainnya. 
 



































Hal penting dari penelitian dengan metode normatif adalah perilaku aktif 
mencari aturan kaidah hukum secara menyeluruh untuk menyelesaikan dan 
menjawab masalah tertentu dalam bidang hukum. 
2. Sumber Bahan Hukum 
Dalam menyelesaikan permasalahan hukum dan juga memberikan 
pemahaman yang semestinya, diperlukan sumber-sumber penelitian 
sebagai berikut: 
a. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang berasal dari 
undang-undang, risalah dan yurisprudensi putusan hakim yang 
mempunyai prioritas bahan hukum. 
b. Bahan Hukum Sekunder. 
Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang didapatkan 
dari publikasi sebagai karya yang berkaitan dengan hukum dan bukan 
merupakan dokumen resmi. Beberapa contoh karya publikasi antara 
lain: buku, jurnal, kamus hukum maupun pendapat tentang putusan 
pengadilan. 
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Teknik pengumpulan bahan yang digunakan dalam penulisan 
skripsi ini adalah teknik studi kepustakaan (Library Research). Studi 
kepustakaan adalah sutau teknik metode pengumpulan data dengan cara 
menggunakan bahan-bahan bacaan, buku-buku yang terkait dengan bidang 
hukum sesuai dengan inti permasalahan, kerangka dan ruang lingkup 
 



































permasalahan. Penulis dalam penelitian ini mencari dan mengumpulkan 
data kepustakaan yang antara lain berupa bahan-bahan peraturan 
perundang-undangan, buku-buku, penelitian hukum, karya tulis skripsi, 
makalah, jurnal, artikel, pendapat para ahli dan pendapat para sarjana yang 
memiliki relasi dengan penelitian yang dapat menyelesaikan masalah 
penelitian ini. 
4. Teknik Analisa Bahan Hukum 
Data yang diperoleh tersebut dikumpulkan, data primer maupun 
data sekunder dirangkai dengan menggunakan teknik kualitatif kemudian 
diolah dan di paparkan dalam bentuk deskriptif. Pengertian dari analisis 
kualitatif adalah tenik analisis yang dengan cara menjelaskan secara 
deskriptif berdasarkan susunan kalimat yang logis dan masuk akal untuk 
selanjutnya diberi penjelasan penafsiran dan tambahi dengan kalimat yang 




I. Sistematika Penulisan 
Demi memberikan dalam memahami skripsi maka, diharuskan 
memberikan gambaran secara jelas dan komperhensif tentang sistematika 
penulisan. Sistematika penulisan skripsi merupakan hal terbesar guna untuk 
memberikan kemudahan dalam memahami skripsi secara menyeluruh. 
1. Bagian Awal 
 



































Bagian awal terdiri dari: Cover depan, sampul dalam, pernyataan 
keaslian, persetujuan pembimbing, pengesahan, abstrak, kata pengantar 
dan daftar isi. 
2. Bagian Pokok 
a. BAB 1 PENDAHULUAN 
Berisi tentang penjelasan mengenai latar belakang masalah, 
batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, 
keguanaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitian, dan 
sistematika penulisan. 
b. BAB II Kerangka Konseptual 
Berisi penjelasan secara teoriti dalam penelitian. Penjelasan 
secara teoritis diguanakan sebagai landasan analisis dalam penelitian 
skripsi. Pembahasan dalam penelitian menekankan pada suatu 
kedisiplinan ilmu pengetahuan yang mencakup perkembangan ilmu 
dan teori secara keseluruhan. Perkembangan ilmu pengetahuan terbaru 
dibahas dan diungkap secara akululatif dan dilakukan pendekatan 
secara analisis. Dalam bab ini menyajikan teori tentang hukum tata 
negara islam atau biasa di sebut dengan Fiqih Siyasah. Teori tersebut 
digunakan untuk menyelesaikan dan menjawab permasalahan yang 
dituangkan dalam rumusan masalah. 
c. BAB III Data hasil penelitian 
Hasil penelitian berupa data-data dikumpulkan dan dirangkai 
oleh penulis tentang batas kewenangan TNI AL, PPNS, dan POLRI 
 



































dalam melakukan penyidikan kasus pidana bidang perikanan yang 
diperoleh dari sumber hukum yang terkait. Data yang diperoleh 
tersebut dikumpulkan untuk memecahkan masalah yang dibahas 
untuk mendapatkan informasi dari permasalahan yang diangkat. 
d. BAB IV Analisis 
Bab analisis memuat hal tentang penemuan penelitian yang 
dituangkan data yang ditemukan untuk menjawab permasalahan yang 
diteliti, memberikan penafsiaran, menyatukan hasil temuan tersebut 
kedalam kesimpulan yang dipadukan dengan teori yang ada. 
e. BAB V Penutup. 
Bab penutup berisi tentang kesimpulan dan saran yang 
disajikan dengan singkat, jelas dan padat. Dengan tetap 
memperhatikan fokus pembahasan sesuai dengan rumusan masalah 
dan tujuan penelitian dan tidak memberikan suatu hal yang baru diluar 
masalah yang dibahas. Saran dibuat tidak melebihi konteks dari 
permasalahan yang dibahas dan memberikan kejelasan penelitian 
yang dituju. Saran memuat tentang masukan rekomendasi dan rencana 
tindak lanjut dari penelitian. 
3. Bagian Akhir 
Bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran. 
 
 


































KEWENANGAN PENYIDIKAN BIDANG PERIKANAN DALAM 
PRESPEKTIF FIQIH SIYASAH 
 
A. Wali Pidana. 
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan siyasah 
dusturiyah dapat dikatakan saling berkaitan karena siyasah dusturiyah adalah 
fiqh siyasah yang membahas tentang masalah perundang-undangan antara lain 
mencakup hal-hal yang berhubungan dengan konsep konstitusi.  
Hal ini juga diperkuat dengan adanya beberapa refrensi yang 
menyatakan bahwasannya siyasah dusturiyah adalah fiqh siyasah yang 
membahas masalah ketatanegaraan, hal membuktikan bahwa ajaran agama 
islam tidak hanya mengajarkan bagaimana umat manusia berhubungan dengan 
tuhannya tetapi juga bagaimana umat manusia berhubungan dengan sesama 
muslim dalam bernegara. 
Konteks Hukum Islam dalam bernegara tentu ada yang namanya 
lembaga penegak hukum dengan beberapa anggota perangkatnya, salah satu 
perangkatnya yaitu penyidik yang salah satu tugasnya menerima laporan dari 
masyarakat tentang terjadinya tindak pidana untuk dilakukan penyelidikan. 
Dalam hal ini penyidik dapat di katakan menyerupai dengan wali pidana dalam 
konteks Hukum Islam di lihat dari sisi persamaan tugas pokok dan fungsinya. 
Sehingga dalam menjalankan tugasnya Penyidik dan Wali Pidana haruslah 
dibatasi dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-
 



































Nya dan tidak boleh bertentangan sedikitpun dengan legislasi yang ditetapkan 
Allah dan Rasul walaupun rakyat yang menghendakinya. Dengan kata lain, 
semua bentuk legislasi harus mencerminkan semangat dari Undang-Undang 
Dasar, al-Quran, dan Hadist. Untuk melihat persamaan antara Penyidik dengan 
Wali Pidana penulis akan memaparkan tentang apa yang dimaksud dengan 
Wali Pidana. 
Tugas Wali pidana adalah mengajak para pelaku pidana kepada 
keadilan dengna menakut-nakuti mereka, dan melarang mereka yang 
berperkara  dari saling memushi dengan mengancam mereka. Di antara syarat-
syarat yang harus dimiliki seseorang untuk menjadi Wali Pidana adalah 
memiliki kedudukan tinggi di mata masyarakat, perintahnya dipatuhi, 
berwibawa, tidak ambisius, dan sangat wara’, karena dalam menjalankan 
tugasnya ia membutuhkan gabungan dua sifat sekaligus, ketegasan aparat 
keamanan, dan ketegaran hakim. Jika Wali Pidana tidak diberi mandat untuk 
mempunyai otoritas luas, ia membutuhkan pengangkatan, jika ia mempunyai 
syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya. Orang yang berhak diangkat 
menjadi Wali Pidana adalah orang yang berhak dipilih menjadi putra mahkota, 
atau menteri tawfidzi, atau gubernur provinsi jika ia mempunyai otoritas luas 
untuk mengatasi kasus-kasus pidana. Jika otoritasnya terbatas hanya merealisir 
apa yang tidak mampu direalisir hakim, atau mengesahkan apa yang tidak 
mampu disahkan oleh hakim, ia diperbolehkan tidak memenuhi syarat-syarat 
di atas secara lengkap. Itupun setelah ia diketahui tidak takut cercaan orang lain 
 



































dalam membela kebenaran dan kerakusannya  tidak membuat ia menerima 
uang suap. 1 
Rasulullah S.A.W pernah menangani kasus sengketa air minum yang 
diperebutkan oleh Zubair bin Awwam dengan salah seorang dari kaum Anshor. 
” Minumlah engkau wahai Zubair kemudian orang Anshor!” orang Anshor 
berkata, “(Engkau mendahulukan Zubair), karena ia saudara misanmu, wahai 
Rasulullah! Rasulullah mendengan ucapan orang Anshor tersebut, kemudian 
bersabda kepada Zubair bin Awwam, “Hai Zubair alirkan air ini ke perut orang 
Anshor hingga air mencapai kedua tumitnya.” (Diriwayatkan al-Bukhari, 
Muslim, Abbu Daud, at-Tirmidzi, an-Nasa’i, Ibnu Majah, dan Ahmad).2 
Rasulullah S.A.W menyuruh Zubair bin Awwam mengalirkan air ke 
perut orang Anshor sebagai pelajarannya baginya karena telah lancang kepada 
beliau. Adapun hari-hari kerja Wali Pidana. Jika seseorang telah resmi diangkat 
menjadi Wali Pidana, ia harus menentuksn hari-hari kerjanya agar para korban 
tindak pidana, dan orang-orang yang berperkara datang kepadanya pada hari-
hari kerjanya, sehingga pada hari-hari yang lain, ia bisa menjalankan tugasnya 
yang lain. Tapi jika ia diangkat secara khusus sebagai Wali Pidana ia harus 
bekerja setiap hari, ia harus mudah ditemui dan menyenangkan orang lain.3 
 
1 Imam Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaaniyyah Fi Al-Wilayaah Ad-Diniyyah, Fadli Bahri, (Jakarta: 







































Di ruang kerjanya Wali Pidana dibantu lima staff. Wali Pidana sangat 
membutuhkan mereka, karena tugasnya tidak berjalan optimal kecuali dengan 
kelima staff tersebut, kelima stafff tesebut adalah sebagai berikut:4 
1. Aparat keamanan yang bertugas menyeret orang kuat dan membei sanksi 
disipilin kepada orang yang sok jagoan. 
2. Hakim sebagai tempat bertanya tentang hak-hak mereka dan mengetahui 
apa saja yang terjadi di tempat kerja mereka. 
3. Fuqaha tempat mereka bertanya apa saja yang kurang jelas baginya. 
4. Sekertaris yang bertugas mencatat apa saja yang terjadi di antara pihak-
pihak yang berpekara, hak, dan kewajiban mereka. 
5. Saksi. 
Jika ruang kerja Wali Pidana sudah dilengkapi dengan kelima unsur di 
atas, maka sejak saat itu Wali Pidana telah menjalankan tugasnya.  
Tugas Wali Pidana yang paling esensial adalah menangani hal-hal yang 
diperbolehkan, dan bukan hal-hal yang wajib. Jika muncul hal-hal yang 
mencurigakan dan maksud jahat terhadap hal yang mubah tersebut, ia terjun 
menanganinya, dan mengadakan penyelidikan dengan maksimal menggunakan 
seluruh  sarana yang ada hingga kebenaran terlihat, dan melindungi terdakwa 
dengan apa saja yang dibenarkan hukum.5 Dalam kitab al-Ahkam al-
Sulthoniyyah dikenal pula konsep pelimpahan tugas oleh Wali Pidana. Jika 
Wali Pidana ingin melimpahkan penanganan kasus pidana kepada pihak lain, 
 
4 Ibid., 147. 
5 Ibid., 166. 
 



































maka pihak penerima limpahan tugas adalah salah satu dari dia pihak. Pertama, 
orang yang mempunyai otoritas terhadap limpahan tugas yang diberikan 
kepadanaya, kedua, orang yang tidak memiliki otoritas terhadap limpahan 
tugas yang diberikan kepadanya. Jika pihak yang di beri limpahan tugas 
penanganan perkara adalah orang yang memiliki otoritas, misalnya hakim, 
maka pelimpahan tugas tidak terlepas dari salah satu dari dua hal:6 
1. Jika pelimpahan tugas tersebut adalah izin untuk memutuskan perkara 
maka hakim diperkenankan untuk memutus perkara pihak-pihak yang 
berperkara. Sebab ia mempunyai otoritas untuk tujuan tersebut, dan 
pelimpahan tugas leh Wali Pidana adalah penguat baginya. 
2. Pelimpahan tugas adalah izin untuk melakukan penyelidikan. Jika 
pelimpahan tugas tersebut memuat larangan memutuskan pekara, maka 
hakim sangat tidak diperkenankan memutus perkara. Namun ia tetap 
memiliki otoritas uang luas perkara selain perkara yang dilimpahkan 
kepadanya. 
Jika ketika hakim mendapat perintah mengadakan pnyelidikan tidak 
dilarang memutuskan perkara pihak-pihak yang berperkara, maka ada yang 
mengatakan, bahwa hakim tetap mempunyai otoritas  unutk memutuskan 
perkara kedua belah pihak, karena perintah yang dibeikan kepadanya unutk 
menangani sebagiaan tugas yang dilimpahkan kepadanya. Ada lagi yang 
bependapat, bahwa perintah kepada hakim membuatnya terlarang menangani 
tugas lain yang tidak dilimpahkan kepadanya. Ada lagi yang berpendapat, 
 
6 Ibid., 168. 
 



































bahwa hakim tidak boleh memutuskan perkara pihak yang berperkara, karena 
kandungan pelimpahan  tugas menjadi bukti baginya dalam permasalahan ini.7 
Jika pelimpahan tugas dibeikan kepada orang yang tidak memiliki 
otoritas, misalnya ulama’, atau saksi maka pelimpahan tugas tersebut tidak 
terlepas dari tiga kondisi. Pertama, pelimpahan tugas untuk melakukan 
penyelidikan, kedua, pelimpahan tugas untuk menjadi mediator, ketiga, 
pelimpahan tugas untuk menjadi hakim. Jika seseorang mendapatkan 
pelimpahan tugas untuk mengadakan penyelidikan, maka ia harus mengadakan 
penyelidikan perkara dan meyelesaikan penyelidikan  sehingga hasil 
penyelidikan bisa dijadikan sebagai bahan kesaksian, dan Wali Pidana bisa 
memutus perkara beradasarkan hasil penelitian tersebut. Jika seseorang 
mendapat pelimpahan tugas untuk menjadi mediator, ia harus berhasil menjadi 
mediator di antara pihak-pihak yang berperkara. Jika ia berhasil mendamaikan 
maka tugasnya sebagai mediator tidak selesai dan ia menjadi saksi dalam 
perkara tersebut. Jika sesorang mendapat pelimpahan tugas sebagai hakim, 
maka pelimpahan tugas seperti itu kepadanya harus dikaji secara mendalam, 
agar penangannya berjalan sesuai dengan rencana.8 
Dapat ditarik kesimpulan setelah memahami apa yang di maksud 
dengan Wali Pidana bahwa antara Penyidik dan Wali Pidana memiliki 
kesamaan yang sangat jelas dalam hal kewenangan dan tugas keduanya, 
terutama dalam poin bahwa keduanya memiliki tugas dan wewenang 
 
7 Ibid., 149. 
8 Ibid., 170. 
 



































melakukan penyidikan pada suatu pelanggaran setelah mendapat laporan dari 
masyarakat atau umat. 
 
B. Pengertian Amir Jihad dalam Fiqh Siyasah. 
Kata jihad yaitu masdar Fi’il ruba’i dari jahadah mengikuti wazan fi’al 
yang bermakna mufa’alah (melakukan dari dua pihak). Amir jihad adalah orang 
yang diangkat oleh khalifah untuk menjadi pemimpin yang berhubungan 
dengan luar negeri, militer, keamanan dalam negeri dan perindustrian. Keempat 
hal tersebut merupakan bidang yang memiliki korelasi dengan jihad secara 
langsung. Misal bidang militer selalu berhungan langsung dengan pasukan 
yang telah dipersiapkan berjihad.9 
Hukum-hukum jihad juga mencakup hukum-hukum tentara, pelatihan 
serta persiapannya, panji dan benderanya, serta kepemimpinannya. Mencakup 
juga tentang peningkatan kualitas dan kuantitas persenjataan melalui industri 
kemiliteran. Semua itu memungkinkan adanya usaha atau sebuah cara untuk 
membuat nyali musuh menciut, juga membahas hukum tentang pengakuan 
terhadap sistem dalam negeri, dan mencegah timbulnya gerakan sparatis yang 
dapat mengancam keamanan bersama.10 
Tentara adalah salah satu kelompok yang sangat profesional yang wajib 
dimiliki oleh setiap negara. Tentara terdiri dari beberapa kelompok orang yang 
terorganisasi untuk melakukan pertempuran. Anggota tentara merupakan 
 
9 Ahmadi, “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) Sebagai Alat 
Pertahanan Negara” (Skripsi—Institut Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2009), 16. 
10 Ibid., 18. 
 



































orang-orang pilihan yang mendapat kepercayaan dari negara untuk menjaga 
kemanan dan keutuhan bangsa guan mempertahankan ekstensi negara.11 
Pada masa klasik sebelum datangnya peradaban Islam di Jazirah Arab 
belum mengetahui apa yang disebut militer, namun ada beberapa kelompok 
manusia yang secara khusus dipersiapkan untuk perang, peperangan yang 
mereka lakukan bersifat sparadic dan temporer sehingga kriteria militer belum 
ditemukan sebagai mana keadaan yang sekarang. 
Dalam prespektif Fiqh tentara dibagi menjadi 2 kelompok besar: 
1. Tentara Murtaziqah merupakan tentara yang secara resmi diberikan gaji 
tetap oleh negara, mereka semua secara khusus mempertahankan negara, 
serta menghalau musuh-musuh negara yang mencoba mengganggu 
kemanan negara mereka. Gaji yang terima oleh tentara dalam pandangan 
hukum islam adalah sah, karena  dengan jasa yang diberikan oleh mereka 
untuk negara tidak bisa diremehkan. Penyelenggaraan pertahanan negara 
dibutuhkan suatu upaya dari seluruh lapisan masyarakat dengan 
mengikutsertakan semua warga/stake hoders yang terkait:12 
a. Lembaga-lembaga masyarakat dan semua warga yang memiliki hak 
dan kewajiban untuk membela negara. 




12 Ibid., 19. 
 



































Sistem pertahanan negara dalam penyelenggaraannya berdasar 
pada undang-undang, melalui suatau kebijakan pertahanan yang 
ditetapkan guna menjalankan upaya nasioanal secara terpadu dan terus 
menerus agar dibina menjadi suatu kekuatan pertahanan negara secara 
nasional dengan tujuan mempertahankan keutuhan wilayah negara Islam. 
2. Tentara Mutajawwi’ah, adalah tentara suka rela, yaitu setiap orang yang 
memiliki kesadaran mengangkat senjata untuk berperang, tetapi 
keberadaan mereka hanya sebagai cadangan, serta kelompok ini tidak 
terdiri hanya dari kaum laki-laki tetapi juga terdapat perempuan dan anak-
anak dalam keanggotaannya. Mereka semua ikut dalam kelompok ini 
semata-mata karena bentuk kesadaran dan kemauannya sendiri, dalam 
rangka ikut serta membela negara. Bagi mereka tidak ada anggaran/gaji 
dari pemerintah, jaminan kesejahteraannya diambilkan dari Bait al-mal 
yang menjadi hak mereka karena bersetatus fi sabilillah, yakni orang-orang 
yang berjaun dijalan Alloh SWT. 
 
1. Landasan Amir Jihad Dalam Fiqh Siyasah. 
Kaum muslimin sangat dimuliakan oleh Alloh dengan 
mengembankan tugas kenabian kepada Al-Amin Muhammad SAW berupa 
Agama  Islam. Kemudian memberikan ketentuan kepada mereka tentang 
metode pengembangannya, yaitu berupa cara dakwah dan jihad sebagai 
salah satu dari sekian kewajiban bagi mereka. Oleh sebeb itu berlatih ilmu 
militer wajib bagi setiap laki-laki muslim dan telah menginjak usia 15 
tahun. Hukum wajib militer adalah fardhu kiffayah. Hal ini berdasarkan 
 



































Firman Alloh dalam al-Quran surat al-Anfal ayat 39:13 “dan prangilah 
mereka itu, agar tidak ada fitnah dan agar supaya agama itu benar-benar 
unutk Alloh”. 
Latihan militer dalam islam dihukumi wajib sebagai mana jihad 
sebab latihan mempelajari cara mempertahankan kewajiban dan hak 
negara. Karena itu, perintah perang meliputi anjuran latihan sebab perintah 
itu bersifat umum “dan perangilah mereka”  yaitu perintah untuk berperang 
serta hal-hal yang berhubungan dengan latihan perang.14 
Ayat peperangan yang pertama kali diturunkan menyebutkan 
bahwa perang boleh dilakukan dengan syarat: 
a. Kaum muslimin dianiaya atau mempertahankan diri. 
b. Kebebasan agama yang terampas. 
c. Menjalankan agama. 
Firman Allah SWT dalam al-Quran surat al-Hajj ayat 39-40:15 
“telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena 
sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan Alloh benar-benar juasa untuk 
menolong mereka semua”. Pada posisi teraniaya siapapum seseorang akan 
berdimensi kemanusiaan. Secara ril, pada dasranya peperanga itu 
memusnakan nyawa, namun dalam hal jihad ini posisi perang yang 
disyariatkan adalah dalam rangka mempertahankan diri. Dengan demikian 
 
13 Ibid., 21. 
14 Ibid., 22. 
15 Ibid., 23. 
 



































perang dilaksanakan agar tidak terjadi pertumpahan darah yang banyak 
dari kubu yang bertikai. 
Dalam surat al-Baqarah ayat 193 disebutkan: “Katakanlah: apakah 
kalian memperdebatkan dengan kami tentang Allah, padah-Dia adalah 
Tuhan kami dan Tuhan kamu, bagi kami amalan kami, dan bagi kamu 
amalan kamu serta hanya kepada-Nya kamu mengikhlaskan hati”. 
Peperangan dalam islam diperbolehkan apabila memenuhi 
ketentuan dasar, seperti halnya, ketika orang Islam didzalimi atau diusir 
dari kampung halaman mereka, maka mereka boleh unutk melakukan 
peperangan dengan catatan tidak boleh melenceng dari aturan/fiqh 
peperangan.16 
 
2. Konsep Amir Jihad Dalam Fiqh Siyasah. 
Dalam konteks militer di sebuah negara al-Quran sebagai konstitusi 
umat islam dalam hal ini memberikan 3 garis besar beruapa batasan 
yaitu:17 
a. Menunjukkan pesan-pesan agama pada semua orang dalam artian 
sebagai ajakan atau pertimbangan. 
b. Konstitusi memperbolehkan jihad atau peperangan membela negara 
dari serangan negara lain. 
c. Membebaskan seseorang dari segala bentuk kekuasaan  yang 
menindas, dan pasti harus menyeru pada keislaman. 
 
16 Ibid., 24. 
17 Ibid. 
 



































Dari ketiga batasan al-Quran yang telah disebutkan diatas, maka 
secara otomatis muncul kewajiban berperang dalam tujuan membela 
negara. Ketiga batasan ini dalam prespektif Fiqh Siyasah menjadi kata 
kunci kewajiban melaksanakan peperangan apabila telah memenuhi 
syarat-syaratnya.18 
 
C. Pengertian Wilayatul Hisbah. 
Secara epistomologi, Wilayatul Hisbah berasal dari dua kata, al-
Wilayah dan al-Hisbah. Al-Wilayah yaitu memiliki makna dasar menguasai, 
mengurus, memerintah, dan menolong. Sementara al-Hisbah memiliki 
bermacam variasi makna sesuai konteksnya, bisa bermakna menentang, 
menguji, menertibkan, mengawasi, dan memperhitungkan.19 
Sedangkan secara terminologis dirumuskan oleh seorang sarjana klasik 
dan kontemporer, serta juga merupakan sarjana pertama Islam yaitu Imam Abu 
Hasan al-Mawardi. Menurut beliau Hisbah adalah menyuruh pada kebaikan 
jika memang betul kebaikan telah ditinggalkan, dan melarang dari 
kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan.20 
Sedangkan menurut Muhammad Mubarak dari universitas Damaskus, 
menyumbngkan pendapat terkait definisi Hisbah, yaitu pengawasan 
administrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan menugaskan pejabat 
 
18 Ibid., 25. 
19 Susanto, “Kedudukan dan Fungsi Komisi Kepolisian Nasional UU. No. 2/2002 Tentang 
Kepolisian Negara RI Jo Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 17 Tahun 2005 Di Tinjau dari 
Fiqih Siyasah” (Skripsi—Institut Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2010), 19. 
20 Marah Halim, “Eksistensi Wilayatul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam”, Islam Futura, 2, 
(Februari, 2011), 67. 
 



































khusus untuk mengawasi masalah akhlaq, agama, ekonomi, tepatnya dalam 
lapangan sosal secara umum dalam rangka mewujudkan keadilan dan 
keutamaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam syariat 
Islam dan tradisi yang diakui oleh segala tempat pada zamannya. Pendapat 
Imam al-Mawardi dalam hal mendifiniskan Hisbah telah menjadi acuan, 
dikarenakan definisi dari Imam al-Mawardi lebih mencakup semua aspek dan 
luas. Hal ini didukung kesimpulan dari Sa’d ‘Abdullah Sa’d al-‘Arifi dalam 
tugas disertasinya, dimana setelah menjelaskan definisi hisbah dari beberapa 
pendapat ahli, Sa’d berkesimpulan bahwa definisi al-Mawardi atau Abu Ya’la 
adalah definisi yang komperhensif.21 
Terjadi silang pendapat antara penulis Barat dan penulis Muslim dalam 
masalah apakah konsep hisbah yang murni berakar dari kebudayaan Islam atau 
serapan yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam? Jika dipelajari 
sejarah  sejarah sistem pengawasan, akan terlihat adanya benang merah antar 
Hisbah dengan lembaga pengawas pasar dalam peradaban sebelum islam. Pasar 
merupakan pusat kehidupan sehingga menjadi dasar terbitnya ide konsep 
Hisbah baik pada peradaban sebelum islam maupun pada peradaban Islam. 
Lembaga Hisbah secara resmi menjadi sistem pemerintahan Islam sejak 
masa Nabi Muhammad al-Musthofa SAW, tetapi ada juga pendapat yang 
mengatakan pada masa Khalifa Umar bin Khattab, dengan alasan karena Umar 
merupakan Khalifa yang banyak melakukan terobosan dalam hal sistem 







































telah mampu memberikan kontribusi, pertama: memberikan konsep filosofis 
bagi konsep pengawasan, kedua: memperluar cakupan pengawasan dalam 
artian mengembangkannya.22 
 
1. Kristalisasi Konsep hisbah. 
Kristalisasi konsep Hisbah memilik arti yaitu berkat kontribusi 
filosofis konsep Hisbah dalam karya-karya agung para pemikir islam. Auni 
bin Haji Abdullah mengkelompokkan karya-karya mereka menjadi tiga 
bagian: 
a. Karya yang khusus membahas tentang Hisbah. 
b. Karya yang merupakan bagian dari kajian kitab-kitab Fiqh. 
c. Karya yang berbentuk ensiklopedia (Mawsu’ah). 
Hisbah dikaji dari berbagai pendekatan. Al-Mawardi dan al-Farra’ 
mengkaji Hisbah dengan pendekatan ketatanegaraan Islam, al-Jawziyyah 
menggunakan pendekatan politik, al-Ghazali menggunakan pendekatan 
Fiqh dan akhlaq, dan al-Saqati menggunakan pendekatan muammalah. 
Motif penulisan Hisbah antar para pakar berbeda-beda, ada penulisan 
hisbah berdasarkan motifasi pribadi penulisnya akan pentingnya kajian 
mendalam tentang institusi hisbah, dan ada pula sebagian yang ditulis atas 
permintaan Khaliffah atau Sultan.23 
Berikut akan diuraikan sekilas terkait pokok-pokok pemikiran para 
pengkaji Hisbah awal dalam karyanya masing-masing.24 
 
22 Ibid., 69. 
23 Ibid., 70. 
24 Ibid. 
 




































Pemikiran beliau terkait Hisbah terdapat dalam karyanya yang 
sangat fenomenal yaitu kitab al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-
Diniyyah (Ilmu Tata Negara Dan Kekuasaan Keagamaan). Menurut 
al-Mawardi yang memiliki tugas melaksanakan hisbah adalah 
muhtasib. Selain itu hisbah juga dilaksanakan oleh relawan 
(mutatawwi’). Muhtasib bisa diartikan sebagai hakim yang menangani 
perkara pekanggaran ketertiban umum dan kesusilaan. Wilayatul 
Hisbah disebut juga pengadilan di tempat. Metode peradialannya juga 
berbeda dengan hakim biasanya. Al-Mawardi membagi tugas-tugas 
Hisbah menjadi dua tugas pokok, pertama amar ma’ruf, dan kedua 
nahi munkar. Amar ma’ruf dibagi menjadi tiga kategori:  
1) Yang berhubungan dengan hal-hak Allah SWT. 
2) Yang berhubungan dengan hak-hak manusia. 
3) Campuran antara hak Allah SWT dan hak-hak manusia, demikian 
juga dengan pembagian kategori nahi munkar. 
b. Al-Ghazali. 
Pemikiran beliau tentang Hisbah tertuang dalam sakah satu 
kitab karangan beliau yang masyhur yaitu Ihya ‘Ulum ad-Din. 
Disebutkan Hisbah adalah amar ma’ruf nahi munkar untuk melindungi 
hak-hak Allah. Rukun Hisbah menurut Imam Ghazali ada 4, yaitu: 
1) Muhtasib (Petugas Hisbah). 
2) Muhtasab Fih (Perbuatan yang menjadi objek Hisbah). 
 



































3) Muhtasab ‘Alaih (Pelaku yang ditujukan kepada Hisbah). 
4) Ihtisab (Bentuk-bentuk Hisbah). 
Adapun ketetapan Imam Ghazali terkait syarat masing-masing  
rukun tersebut. Imam Ghazali juga membagi objek pengawasan 
Hisbah menjadi beberapa bagian: 
1) Pengawasan kemungkaran yang terjadi di masjid. 
2) Pengawasan kemungkaran di pasar. 
3) Pengawasan kemungkaran di pemandian umum. 
4) Pengawasan kemungkaran di pesta. 
5) Pengawasan kemungkaran di jalan. 
6) Pengawasan kemungkaran lain seperti kemungkaran 
memperbaiki orang lain dan diri sendiri. 
 
c. Ibn Taimiyyah 
Pemikiran beliau terkait Hisbah tertuang dalam karangan kitab 
beliau al-Hisbah fi al-Islam wa Waziat al-Hukumalah al-Islamiyyah 
(Hisbah dalam Islam atau Administrasi Negara Islam). Bentuk 
lembaga Hisbah menurut Ibn Taimiyyah dapat dibentuk sesuai 
kebutuhan, budaya masyarakat, dan perubahan waktu. Sebab lembaga 
Hisbah merupakan persoalan ijtihad yang tidak dijelaskan secara 
detail dalam aturan/syariat agama Islam. Muhtasib yang diangkat 
haruslah figur yang baik dan amanah, adil, bijaksana, serta taat kepada 
Allah SWT dan Rasul SAW. Ibn Taimyyah menekankan 4 hal yang 
harus dilakukan oleh Muhtasib. 1, menyekat penindasan. 2, memenuhi 
 



































kebutuhan pokok masyarakat. 3. Mengontrol harga barang. 4, 
mengontrol sistem upah kerja. Apabila Muhtasib tidak sanggup 
melaksanakan tugasnya, maka muhtasib boleh meminta bantuan 
kepada hakim atau lembaga lain. 
Dari pemikiran ketiga sarjana klasik di atas, maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa konsep Hisbah telah ada sejak masa Nabi. Setelah itu 
konsep ini dimatangkan secara teori oleh para sarjana tersebut. Sebagai 
kajian yang bersifat akademik, tentu saja konsep mereka bersifat sangat 
idealis, dan seharusnya Hisbah diberikan kedudukan dan kewenangan 
yang tinggi dalam sistem pemerintahan Islam.25  
 
25 Ibid., 73. 
 



































2. Kemanan Dalam Syariat Islam. 
Terkait dengan pandangan Islam terhadap keamanan manusia 
yakni menyangkut kebutuhan-kebutuhan hidup manusia, penghidupan 
yang di pahami dalam konteks pemberian kedaulatan oleh agama kepada 
manusia melalui kekhalifahan yakni untuk menjalankan fungsi-fungsi 
kemanan. Menurut Imarah, khalifah adalah pengganti, bermakna mengatur 
seluruh manusia atas penghidupan dan kebutuhan mereka hidup di dunia. 
Dengan pengertian khalifah yang seperti itu, Islam melihat kedudukan 
manusia sebagai makhluk yang diberi tugas untuk mengemban tugas 
khalifah dengan mendapat wewenang unutk membangun kehidupan di 
dunia. Walau demikian, kehendak bebas dan inisiatifnya harus tunduk 
dengan aturan-aturan dan batasan kewenangan atau syariat Islam sebagai 
rambu-rambu aturan. Khalifah menjadi penentu bagaimana kemanan 
manusia diwujudkan dan dipraktekkan berdasarkan ketentuan atau prinsip-
prinsip yang ada dalam agama. 
Berdasarkan hal di atas, maka dalam sistem syariat Islam dibentuk 
sebuah lembaga Hisbah yang merupakan bagian integral dari sekema 
sosial ekonomi Islam dan kepolisian. Memiliki fungsi menjaga hukum dan 
ketertiban umum serta mengawasi perilaku pejual dan pembeli di pasar. 
Maksud dari Syariat Islam adalah menjamin pelaksanaan hak masyarakat 
dan pelindungan mereka dari ketidak jujuran dan malpraktek, sedangkan 
tujuan dari dibentuknya Syariat Islam itu sendiri yaitu mengatur kehidupan 
publik sedemikan rupa sehingga derajat moralitas publik tercapai, 
 



































masyarakat terlindungi dari perilaku buruk, penipuan, pemerasan, 
eksploitasi, dan penipuan. 
Di Indonesia wilayah yang menerapkan konsep wilaya al-Hisbah 
yaitu Aceh. Setelah adanya perjanjian Helenski, lahirlah Undang-undang 
Nomor 11 tahun 2006 atau Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA), 
dalam pasal 244 ayat (1) disebutkan bahwa “Gubernur, Bupati/Walikota 
dalam menegakkan ketertiban dan kemanan dapat membentuk Polisi 
Pamong Praja”. Sedangkan di ayat (2) disebutkan “Gubernur, 
Bupati/Walikota dalam menegakkan Qanun Syariah dapat membentuk 
Polisi Wilayah al-Hisbah sebagai bagian dari Polisi Pamong Praja”. 
Akhirnya, pemerintah Aceh membuat Peraturan Gubernur Nomor 47 
Tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja 
dan Polisi Wilayah al-Hisbah Provinsi Aceh. Berdasrkan ketentuan 
tersebut, cukup jelas bahwa Wilaya al-Hisbah merupakan bagian dari 
Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai lembaga yang menegakkan Qonun 
Gubernur, Bupati/Walikota di wilayah Pemerintahan Aceh dalam 
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta 
pelaksanaan Syariat Islam. 
Dalam islam menjaga keutuhan wilayah adalah wajib, karena wajib 
untuk menjaga wilayah perairan dari gangguan oknum-oknum yang tidak 
bertanggung jawab dalam memanfaatkannnya seperti kasusu ilegal 
fishing. Konsep kemaritiman dan kelautan merupakan konsep yang 
multidimensi, yang me;iputi dimensi pertahanan keamanan, dimensi 
 



































ekonomi dan lingkungan, dan dimensi sosial dan budaya. Manusia di 
ciptakan oleh Tuhan sebagai Khalifah-Nya di muka bumi, sebab itu 
manusia menduduki posisi utama dalam mengatur bumi beserta isinya 
secara baik dan benar demi mencapai kemaslahatan. Laut yang merupakan 
salah satu bagian dari wilayah bumi manusia memiliki hak dan sekaligus 
kewajiban unutk menguasai dan mengelola wilayah tersebut. 
Pembangunan sumber daya manusia yang terlibat dalam pemanfaatan 
potensi menjadi penting untuk dapat dilakukan perlindungan dan 
pemberdayaan hal ini pokok dari jaran agama islam, yamg memandang 
manusia adalah khalifah di muka bumi. Oleh sebab itu Indonesia sangat 
perlu untuk menata peraturan perundang-undangan laut yang bernuansa 
islami dengan mengedapankan aspek trasedental ilahiyah dalam 
pengembangan sumber daya alam dan sumber daya manusia. 
 
 


































KEWENANGAN PENYIDIKAN BIDANG PERIKANAN DALAM UU 
NOMER 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN YANG DILAKUKAN 
OLEH TNI AL, PPNS (PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL), DAN 
POLRI. 
 
A. Batas Kewenangan Penyidikan Bidang Perikanan. 
Keberadaan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan 
serta Perpres 115 tahun 2015 ini memiliki makna penting terhadap usaha 
penegakan hukum dan pengamanan dari gangguan serta usaha pihak asing. 
Kebijakan ini memiliki nilai strategis serta langkah positif bagi para penegak 
hukum dalam memutuskan persoalan hukum yang terkait dengan tindak pidana 
bidang perikanan yang dampaknya telah merusak perekonomian serta sangat 
merugikan keuangan negara.1  
Undang-undang Nomer 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menyatakan 
bahwa penegakan hukum bidang perikanan dilakukan oleh suatu sistem 
Peradilan Pidana bidang perikanan yaitu penuntut umum perikanan, pengadilan 
perikanan, penyidik perikanan, dan pengawas perikanan. Hal ini dikarenakan 
apparat penegak hukum yang selama ini menangani kasus-kasus pidana bidang 
perikanan merupakan aparat penegak hukum yang juga menangani tindak 
pidana umum, dan pada umumnya apparat penegak hukum tersebut secara 
teknis kurang memahami masalah perikanan sehingga menyebabkan 
 
1 Mawardi Khairi, “Politik Hukum Pemerintah dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan (Ilegal 
Fishing) di Indonesia”, fiat Justisia of Law, 2, (April-Juni, 2016), 244. 
 



































banyaknya kasus tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi hanya 
memperoleh pitisan yang sangat ringan jika dibandingkan dengan perbuatan 
yang dilakukan. Selain itu Undang-undang Nomer 45 Tahun 2009 Tentang 
Perikanan juga memuat aturan tentang hukum acara sebagai ketentuan khusus 
dari Undang-undang Nomer 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dalam menjalankan 
tugas dan wewenang dalam melakukan penyidikan, penuntutan dan 
pemeriksaan di sidang pengadilan. Dengan demikian asas peradilan sederhana, 
cepat, dan menghemat biaya dapat terwujud. Salah satu faktor yang dapat 
mewujudkan berhasil tidaknya penegakan hukum pidana melalui sarana penal 
adalah faktor penegak hukum itu sendiri dalam hal ini penyidik yang 
merupakan instansi penegak hukum yang pertama kali mengetahui sendiri, 
menerima laporan atau pengaduan tentang suatu peristiwa yang patutu di duga 
merupakan tindak pidana.2 
Undang-undang Nomer 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Pasal 73 
ayat (1) menyatakan bahwa penyidikan tindak pidana bidang perikanan  di 
wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, TNI AL, dan POLRI. Sedangkan 
dalam Perpres 165 tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Tindak 
Pidana Ilegal Fishing BAB II Bagian 1 Tentang Organisasi Pasal 4 
menyatakan: Satgas Terdiri dari Komandan Satgas Menteri Kelautan dan 
Perikanan, Kepala Pelaksana Harian Wakil Kepala Staf TNI AL, Wakil 







































Harian 2 Kepala Badan Pemeliharaan Keamana Kepolisian Negara Republik 
Indonesia dan Wakil Pelaksana Harian 3 Jaksa Agung Muda Bidang Tindak 
Pidana Umum Kejaksaan Agung.3 
Dalam penegakan hukum melalui sarana penal, penyidik merupakan 
instansi penegak hukum yang menempati posisi penting dalam mewujudkan 
suatu sistem peradilan pidana terpadu. Dalam pembahasan Rancangan Undang-
Undang (RUU) tentang Perikanan Tahun 2002 muncul ide untuk memberikan 
kewenangan penyidikan kepada penyidik polri dan PPNS Perikanan. Pasal 71 
ayat (1) RUU Tentang Perikanan menyebutkan “ Selain Penyidik Pejabat Polisi 
Negara Republik Indonesia, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil di dalam 
lingkungan departemen yang lingkup dan tanggung jawabnya meliputi 
perikanan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaiman dimaksud 
dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan 
tindak pidana di bidang perikanan.” Ketentuan tersebut ditolak oleh Perwira 
TNI AL Fraksi TNI/Polri di DPR RI, dengan alasan:4 
1. Secara historis TNI AL sudah diberi kewenangan sebagi penyidik di laut 
yaitu dengan UU No. 2 Tahun 1949 tentang Pemindahan Kekuasaan dari 
Komando der zee macht kepada KSAL. Kemudian sejak zaman Hindia 
Belanda TNI AL sudah diberi kewenangan sebagi penyidik sesuai 
TZMKO Tahun 1939 No. 442. 
 
3 Ibid., 245. 
4 Puteri Hikmawati, “Permasalahan Hukum Dalam Penyidikan…, 86. 
 



































2. Sesuai Konvensi PBB tentang Hukum Laut Tahun 1982 (UNCLOS) Pasal 
110 dan Pasal 111 kewenangan untuk melakukan pengejaran dan 
pemeriksaan terhadap kapal asing yang melanggar peraturan perundang-
undangan negara pantai diberkan kepada kapal perang TNI AL. selain itu 
Pasal 224 juga memberikan hak dan wewenang kepada kapal perang untuk 
melakukan pemaksaan pentaatan terhadap kapal asing di laut. 
3. Ketentuaan UU Nomer 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan sebenarnya 
menindak lanjuti UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana 
yang dalam pelaksanaannya (PP No. 27 Tahun 1963) menetapkan TNI AL 
sebagai penyidik. 
Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka apabila 
kewenangan TNI AL sebagai penyidik dicabut akan berdampak kekosongan 
penegak hukum di laut. Kemudian akobat berikutnya yaitu kemungkinan 
meningkatnya tindak oidana di laut serta menurunnya kepatuhan dan ketaatan 
pengguna laut untuk diperiksa. Akhirnya di sepakati suatu kompromi politis 
untuk memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana dibidang perikanan 
kepada tiga instansi penyidik yaitu TNI AL, Polri, dan PPNS Perikanan. 
Kesepakatan tersebut terdapat dalam Pasal 73 Nomer 31 Tahun 2004. 5 
Apabila dikaitkan dengan tiga sumber kewenangan Atribusi, Delegasi, 
dan Mandat, maka kewenangan penegakan hukum perikana oleh tiga instansi 
penegakan hukum perikanan tersebut merupakan kewenangan Atribusi. Secara 







































membuat aturan hukum yang bersifat regulasi dalam menjalankan 
kewenangannya untuk menegakkan hukum perikanan.6 
UU No. 31 Tahun 2004 tidak mengatur pembagian kewenangan secara 
jelas dan tidak pula mengatur mekanisme kerja yang jelas pula, sehingga ketiga 
instansi tersebut menyatakan dirinya berwenang dalam menegakkan hukum 
perikanan serta tanpa adanya keterpaduan sistem. Untuk menjamin 
keseragaman dan kepastian hukum bagi penyidik dalam menangani perkara 
tindak pidana perikanan secara tepat dan cepat dibuat pedomana bagi penyidik 
yaitu kesepakatan bersama antara Departemen Kelautan dan Perikana Republik 
Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional 
Indonesia Angkatan Laut No: KB.05A/ DJP2SDKP/2008, No. NO. 
POL:B/325/II/2008, No. B/150/II/2008 tentang Standard Oprasional dan 
Prosedur Penangan Tindak Perikanan pada tingkat penyidikan. Dalam 
kesepaktan tersebut ditetapkan bahwa penyidikan tindak pidana perikanan 
dilakukan oleh PPNS di wilayah Pengelolaan Perikanan  Negara Republik 
Indonesia, Penyidik TNI AL di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan 
perairan Indonesia serta penyidk POLRIdi wilayah perairan Indonesia. Adapun 
yang di maksud Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 
meliputi perairan Indonesia, ZEEI, sungai, waduk, rawa, dan genangan air 
lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan potensial di 
wilaayah republik Indonesia.7 
 
6 Ibid. 
7 Ibid., 87. 
 



































Menurut Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 
Kementrian Kelautan Dan Perikanan, Dr. Ir. Aji Sularso, MMA., masa berlaku 
kesepaktan bersama itu 3 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanginya yaitu 4 
Februari 2008 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan 
evaluasi setiap tahun. Pada bagian akhir kesepakatan tersebut . dikatakan 
bahwa “ apabila dalam waktu 3 bulan sebelum berakhirnya kesepakatan ini 
tidak ada pihak yang mengajukan perubahan terhadap isi kesepakatan maka 
kesepakatan ini masih berlaku. Oleh karena itu, Dirjen Pengawasan dan 
Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan DKP menyatakan 
kesepakatan ini masih berlaku.8 
Dalam UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Perubahan Atas UU 
No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan, penetapan wilayah kewenangan 
penyidikan bagi PPNS Perikanan dipertegas, Pasal 73 UU Perikanan terdapat 
adanya perubahan, dengan menambah dua ayat, yaitu ayat (2) dan ayat(3), ayat 
(2) menyebutkan “ Selain Penyidik TNI AL, Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
Perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perikanan 
yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).” Sedangkan ayat 
(3) “ Penyidikan terhadap tindak pidana bidang perikanan yang terjadi di 
pelabuhan perikanan, diutamakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil Perikanan.” Dengan ketentuan yang terdapat dalam dua ayat tersebut 
dipertegas bahwa PPNS Perikanan berwenang melakukan penyidikan di ZEEI 







































perikanan, dari mulai UU No. 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan 
Pokok Pertahanan Keamanan Negara RI, tugas penegakan hukum perikanan 
bukanlah tugas pokok TNI AL. Tugas pokok TNI AL dalam UU No. 20 Tahun 
1982 adalah terfokus pada penegakan keamanan negara, dalam artian 
penegakan kedaulatan negara di laut, artinya tugas pokok TNI AL hanya 
menangkap musuh. Baru disadari bahwa penambahan tugas pokok TNI AL 
dalam penegakan hukum di laut baru diatur dalam UU No. 34 Tahun 2004 
Tentang TNI. Kedepannya apabila tugas penegakan hukum di laut tidak 
ditangani serius oleh TNI AL, tidak menutup kemungkinan tugas penegakan 
hukum perikanan tersebut hanya menjadi kenangan, karena tuntutan 
perkembangan keadaan dan kemampuan penegakan hukum perikanan secara 
profesioanl.9 
 
B. Politik Hukum Pemerintah Dalam Bidang Perikanan. 
Politik hukum pemerintah dalam pada sector perikanan memiliki 
konsekuwensi dilakukannya perubahan perundang-undangan termasuk 
perundang-undangan perikanan khususnya yang berhubungan dengan tindak 
pidana illegal fishing, hal ini menunjukkan bahwa perundang-undangan dibuat 
untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat yang 
dilandasi oleh teori-teori serta di latarbelakangi oleh aspek pengubahan 
hukum.10 
 
9 Ibid., 88. 
10 Mawardi Khairi, “Politik Hukum Pemerintah…, 246. 
 



































Dalam perubahan hukum menurut Abdul Manan dikenal adanya dua 
pandangan yang dapat dijadikan bentuk perubahan tersebut:11  
1. Pandangan Tradisional, dalam rangka perubahan hukum mengatakan 
bahwa masyarakay perlu berubah dahulu, baru hukum dating untuk 
merubahnya. Dalam hal ini kedudukan hukum sebagai pembenar apa yang 
telah terjadi, dan berfungsi sebagai pengabdian. 
2. Pandangan Moderen, disebutkan bahwa hukum harus dapat menampung 
segala perkembangan yang baru, o;eh sebab itu hukum harus bersama 
dengan peristiwa yang terjadi, bahkan bila perlu hukum harus tampil 
dahulu baru setelah itu peristiwa mengikutinya. Dalam hal ini hukum 
berfungsi sebagai alat rekayasa social. 
Abdul Manan juga menambahkan agar hukum baru efektif berlaku di 
tengah kehidupan masyarakat, maka perubahan hukum itu harus 
memperhatikan tiga ketentuan yaitu:12 
1. Perubahan harus mencakup juga cara penerapannya. Pola pikir yang statis 
dalam cara penerapan hukum harus dihilangi, kemudian dalam cara 
penafsiran hukum yang tidak melihat perubahan zaman. 
2. Mengadakan pada kaidah yang sesuai dengan falsafah hidup bangsa 
Indonesia. Agar kaidah yang diperbarui dapat diterima oleh masyarakat, 
maka dalam kaidah tersebut harus memuat sanksi dan daya paksa dan 
unutk itu harus dibuat oleh lembaga yang berwenang. 
 
11 Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, (Jakarta:Kencana, 2005), 8. 
12 Ibid., 5. 
 



































3. Perubahan hukum itu tidak dilakukan secara parsial, namun perubahan itu 
harus menyeluruh terutama pada doktrin, serta norma-norma yang tidak 
sesuai dengan kondisi zaman. 
Bidang perikanan dan Kelautan mulai mendapat perhatian secara 
khusus ketika Presiden Abdurrahman Wahid mengesahkan lahirnya 
Departemen Eksplorasi Laut dengan Keppres 139/1999, dan kemudian berganti 
dengan Departemen Kelautan dan Perikanan, yang saat ini disebut dengan 
Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pembentukan DKP tersebut di 
dasari atas dasar bahwa sunber darat telah berkurang secara berlebihan dan 
sudah mencapai batas sehingga dibutuhkan alternatif lain seperti sumber daya 
perikanan yang tidak terbatas dan sangat penting untuk pemenuhan konsumsi 
untuk kesehatan dan kecedasam anak bangsa. Lembaga iniah yang memiliki 
peran utama dalam pelaksana kebijakan-kebijakan yang mencakup segala 
aspek dalam perikanan.13 Berikut contoh dari politik hukum yang dilakukan 
oleh pemerintah Indonesia dalam Bidang Perikanan: 
 
1. Penegakan Hukum Ilegal Fishing Berdasarkan Undang-Undang No. 
9 Tahun 1985. 
 
Berdasarkan Konvensi jenawa 1958 Tentang Hukum Laut kriteria 
bagi penentuan lebar landas kontinen adalah kedalaman air dua ratus meter 
atau kemempuan eksploitasi. Konvensi ini memiliki peran yang sangat 
penting karena untuk yang pertama kalinya asas Negara Kepulauan yang 
 
13 Mawardi Khairi, “Politik Hukum Pemerintah…, 248. 
 



































selama dua puluh lima tahun secara terus menerus diperjuangkan oleh 
bangsa Indonesia. Pengakuan resmi asas Negara Kepulauan merupakan hal 
yang penting dalam mewujudkan satu kesatuan wilayah sesuai dengan 
deklarasai Djuanda 13 Desember 1957, dan wawasan nusantara 
sebagaimana termaktub dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.14 
Setelah disahkannya Undang-undang Nomer 5 Tahun 1983 tentang 
Zona Ekonomi Eksklusif dalam lingkup hukum laut internasional yang 
baru, maka sumber daya ikan milik Indonesia menjadi bertambah besar 
jumlahnya dan sangat potensial untuk menunjang upaya peningkatan 
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Amanah bahwa kekayaan alam 
Indonesia harus digunakan untuk kemakmuran rakyat dalam pasal 33 
mengandung pula arti bahwa pemanfaatan sumber daya ikan tidak sekedar 
ditujukan untuk kepentingan kelompok masyarakat yang secara langsung 
melakukan kegiatan dalam bidang perikanan, tetapi juga harus memberi 
manfaat bagi rakyat Indonesia secara menyeluruh. Dengan bertolak dari 
pemikiran dasar tentang masalah keadilan dan pemerataan, dirasa perlu 
adanya usaha untuk mewujudkan penyediaan ikan dalam jumlah yang 
memadai sebagai upaya mencukupi gizi masyarakat dengan harga yang 
layak. Pasal 33 juga mengandung cita-cita bangsa, bahwa pemanfaatan 
sumber daya ikan dapat dilakukan secara terus menerus bagi kemakmuran 
rakyat. Dalam hubungan inilah maka perlu diambil langkah-langkah untuk 
 
14 Ibid., 249. 
 



































mengatur segi-segi kelestarian serta pengawasannya. Hal yang sangat 
penting dan erat sekali kaitannya dengan masalah perikanan ini adalah 
wilayah perikanan itu sendiri. Oleh karenanya keterkaitan Undang-undang 
ini terutama dengan Undang-undang Nomer 4 Tahun 1960 Tetang Perairan 
Indonesia dan Undang-undang Nomer 5 Tahun 1983 Tentang Zoan 
Ekonomi Eksklusif  Indonesia, serta pelaksanaan  konsep kepulauan, 
sebagaiman diakui dalam hukum laut internasional yang baru. Sebab 
didalam wilayah perairan itulah jangkauan pengaturan undang-undang ini 
berlangsung. Untuk itu pemerintah perlu memberikan perhatian dalam 
bidang ini. Peraturan perundang-undangan di bidang perikanan yang 
berlaku sebagian besar masih berasal dari zaman Hindia-Belanda. Selain 
berbeda dalam pemikiran dasar peraturam-peraturan dalam bidang 
perikanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan 
wilayah laut Indonesia. Maka dari itu di pandang perlu mengatur bidang 
perikanan dengan Undang-undang Nomer 9 Tahun 1985 Tentang 
Perikanan.15 
 
2. Penegakan Hukum Ilegal Fishing Berdasarkan Undang-undang 
Nomer 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. 
Perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam 
pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam menguatkan 
perluasan kesempatan kerja. Undang-undang Nomer 9 Tahun 1985 
 
15 Ibid., 250. 
 



































Tentang Perikanan sudah tidak dapat mengantisipasi perkembangan 
pembangunan perikanan saat ini dan masa yang akan dating, karena dalam 
bidang perikanan telah terjadi perubahan ang sangat besar, baik yang 
berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian sumber daya 
ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang semakin 
efektif, sehingga [engelolaan perikanana perlu dilakukan secara berhati-
hati dengan berdasarkan asas manfaat, keadialn, kemitraan, pemertaan, 
keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, serta kelestariam yang 
berkelanjutan.16 
Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat 
penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanam 
secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga 
pembangunan perikanan dapat berjalan secara berlanjut. Maka dari itu 
adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak dilakukan. 
Dalam undang-undang ini lebih memberikan penjelasaan dan kepastian 
hukum terhadap penegakan hukum atas tindang pidana di bidang 
perikanan, yang mencakup penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan 
sidang pengadilan, dengan demikian perlu diatur secara khusus mengenai 
kewenangan penyidik. Dalam menjelaskan tugas dan wewenang 
penyidikan, disamping mengikuti hukum acara yang diatur dalam Undang-
undang Nomer 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara 
Pidana, juga dalam Undang-undang Nomer 31 Tahun 2004 Tentang 
 
16 Ibid., 251. 
 



































Perikanan dimuat hukum acara sendiri  sebagai ketentuan khusus. 
Mengingat perkembangan perikanan saat ini dan yang akan dating, maka 
Undang-undang ini merupakan pembeharuan dan penyempurnaan 
pengaturan di bidang perikanan sebagai pengganti Undang-undang Nomer 
9 Tahun 1985 tentang perikanan.17 
 
3. Penegakan Ilegal Fishing Berdasarkan Undang-undang Nomer 45 
Tahun 2009 Tentang Perikanan. 
 
Berdasrkan konsideran menimbang pada undang-undang Nomer 
45 Tahun 2009 Tentang Perikanan bahwa perairan yang berada dalam 
kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi 
Eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung sumber daya ikan yang 
potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan merupakan berkah dari 
Tuhan yang dimanatkan kepada bangsa Indoneisa yang memiliki falsafah 
hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestarian 
untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat. Pemanfaatan sumber daya 
ikan belum memberikan peningkatan taraf hidup yang berkeadilan melalui 
pengelolaan perikanan, pengawasan, dan sistem penegakan hukum yang 
optimal. Bahwa Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 
belum secara menyeluruh mampu mengatasi perkembangan teknologo 
serta kebutuhan hukum dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan 
 
17 Ibid., 253. 
 



































sumber daya ikan. Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 
perikanan nomer 45 tahun 2009 mengalami beberapa perubahan.18 
 
4. Penegakan Hukum Ilegal Fishing Berdasarkan Perpres 165 Tahun 
2015 tentang Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal 
Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 Tentang 
Satuan tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal merupakan 
terobosan Baru. Pemerintaham Jokowi dan JK dalam penegakan hukum di 
bidang Kelautan dan Perikanan. Dalam perpres ini Nampak politik hukum 
yang jelas bahwa masalah penangkapan ikan secara illegal adalah salah 
satu masalah yang parah sehingga perlu koordinasi dan kerja sama antar 
lintas lembaga dan instansi lainnya. Politik hukum dalam Perpres Nomor 
115 Tahun 2015 dapat kita lihat dalam konsideran menimbang huruf b dan 
c sebagai berikut:19 
Bahwa pelanggaran dan kejahatan dibidang perikanan khususnya 
tindak pidana penangkapan ikan secara illegal sudah sangat 
memperihatinkan, karena itu perlu segera diambil langkah-langkah 
tegas dan terpadu oleh semua instansi pemerintah terkait guna 
pemberantasan. Bahwa pemeberantasan penangkapan ikan secara 
illegal memerlukan upaya penegakan hukum luar biasa yang 
mengintregasikan kekuatan antar lembaga pemerintah terkait 
strategi yang tepat, memanfaatkan teknologi terkini  agar dapat 
berjalan efektif dan efisiean, mampu menimbulkan efek jera, serta 
mampu menimbulkan efek jera, dan mampu mengembalikan 
kerugian negara. 
 
Berdasarkan konsideran tersebut Nampak bahwa pemerintah 
memandang tindak pidana penangkapan ikan secara illegal membutuhkan 
 
18 Ibid., 254. 
19 Ibid., 255. 
 



































penegakan hukum luar biasa karena disamping merugikan perekonomian 
negara dari sektor perikanan juga sebagai bentuk menjaga wilayah 
kedaulatan negara di laut. Berikut lembaga pemerintahan yang terlibat 
dalam pemberantasan tindak pidana penangkapan ikan secara illegal 
berdasarkan pasal 3 tentang kewenangan satgas poin b yaitu: Kementrian 
Kelautan dan Perikanan, Kementrian Keuangan, Kementrian Luar Negeri, 
Kementrian Perhubungan, TNI AL, Kepolisian Republik Indonesia, 






































TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP KEWENANGAN 
PENYIDIKAN BIDANG PERIKANAN DALAM UU NOMER 45 TAHUN 
2009 TENTANG PERIKANAN YANG DI LAKUKAN OLEH TNI AL, 
PPNS (PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL), DAN POLRI 
 
Kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh tiga aparatur negara TNI AL, 
PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), dan POLRI dinilai dapat menimbulkan 
tumpang tindih kewenangan, walaupun hal tersebut memang telah sesuai dengan 
UU Nomer 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Sebagaiamana kasus yang pernah 
terjadi yaitu penanganan terhadap tertangkapnya kapal asal Thailand Silver Sea 2 
di perairan Sabang, Aceh pada waktu yang lalu, menjadi penegas bahwa 
pelanggaran tindak pidana bidang perikanan masih berjalan di Indonesia. Agar 
kasus Hai Fai tidak terulang pada Silver Sea 2 maka harus ada pembenahan dari 
segi regulasi hukum, dalam artian harus ada kesepakatan antara penegak hukum 
saat menindak pelaku tindak pindana bidang perikanan di Indonesia. Merujuk pada 
regulasi UU Nomer 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, KKP sebenarnya memiliki 
kewenangan untuk membakar atau menenggelamkan kapal yang melakukan tindak 
pidana bidang perikanan, tetapi kewenangan tersebut masih tumpang tindih karena 
penegak hukum lain di wilayah perairan juga memiliki regulasi dan wewenang 
untuk bertindak dalam kasus tersebut. Maka dari itu pada BAB IV ini penulis akan 
menganalisa masalah tersebut dari  UU Nomer 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan 
sampai dari prespektif Fiqh Siyasah. 
 



































A. Analisa Kewenangan Penyidikan TNI AL, POLRI, dan PPNS Perikanan 
Dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. 
 
Menurut Pasal 1 huruf a Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, 
pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah 
memebuhi syarat yang telah ditentukan diangkat oleh pejabat yang berwenang 
dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi jabatan negeri 
lainnya, dan di gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.1 
Dasar hukum kpegawaian antara laian: 
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. 
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2000 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri 
Sipil. 
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2000 tentang 
Formasi Pegawai Negeri Sipil. 
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomo 98 Tahun 2000 tentang 
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. 
5. Dan lainnya. 
Pegawai Negeri menurut UU Kepegawaian tersebut, meliputi: 
 
1 Titik Triwulan Tutik, dan Ismu Gunadi Widodo, Hukum Tata Negara dan Hukum Acara Peradilan 
Tata Usaha Negara Indonesia, (Jakarata: Kencana, 2011), 484. 
 



































1. Pegawai Negeri Sipil (PNS). 
2. Anggota Kepolisisan Republik Indonesia (POLRI). 
3. Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). 
Pegawai negeri sebagai aparatur negara, abdi negara, abdi masayarakat 
wajib setia dan taat kepada Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara, 
kepada Undang-Undang Dasar 1945, kepada negara, dan kepada pemerintah. 
Pada umunya kesetiaan dan ketaatan timbul dari pengetahuan dan pemahaman 
yang mendalam, oleh sebab itu setiap Pegawai Negeri wajib mempelajari dan 
memahami secara mendalam tentang Pancasila, Undang-Undang yang berlaku, 
dan Politik Pemerintahan. Selain itu, setiap Pegawai Negeri wajib mentaati 
setiap peraturanperundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan tugas 
kedinasan yang di percayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, 
kesadaran, dan tanggung jawab. Pegawai Negeri adalah pelaksana peraturan 
perundang-undangan, oleh sebab itu wajib berusaha agar setiap peraturan 
perundang-undangan ditaati. Oleh karena itu, setiap pegawai negeri 
berkewajiban memberikan contoh yang baik dalam mentaati dan melaksanakan 
segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan 
peraturan perundang-undangan, pada umunya kepada Pegawai Negeri 
diberikan tugas kedinasan untuk dilaksanakan secara baik. Pada pokoknya 
pemberian tugas kedinasan ini merupakan kepercayaan dari atasan yang 
berwenang dengan harapan bahwa tugas ini akan dilaksanakan secara baik. 2 
 
2 Ibid, 487. 
 



































Keberadaan tiga instansi penyidik dengan kewenangan yang sama 
dalam penyidikan perikanan memungkinkan terjadinya tumpang tindih. PPNS 
Perikanan yang berwenang melakukan penyidikan di wilayah pengelolaan 
perikanan negara RI mendapat bagian yang paling luas, termasuk ZEEI dan 
perairan Indonesia, dan pelabuhan perikanan. Kemudian dari pada itu, penyidik 
POLRI mendapat bagian yang paling sempit yaitu wilayah perairan Indonesia. 
Berdasarkan kesepakatan pembagian wilayah penyidikan tindak pidana diatas, 
di wilayah perairan Indonesia, ketiga penyidik dapat melakukan penyidikan 
dibidang perikanan. Sementara di ZEEI Penyidik TNI AL dan PPNS Perikanan 
dapat melakukan penyidikan tindak pidana bidang perikanan. Disinilah dapat 
terjadi konflik kewenangan dari ketiga instansi tersebut.3 
Diindikasikan adanya konflik kewenangan sebab ketiga lembaga 
tersebut sama-sama saling memiliki wewenang dalam menangani perkara 
tindak pidana perikanan serta berjalan secara sendiri tanpa adanya keterpaduan 
sistem dalam pelaksanaannya, dalam artian ketiga lembaga tersebut memiliki 
wewenang melakukan penyidikan dan sama berwenang melakukan 
pemberkasan berita acara pemeriksaan (BAP) serta menyerahkannya kepada 
Jaksa Penuntut Umum tanpa ada pembagian kewenangan secara jelas dan tanpa 
adanya mekanisme kerja yang pasti atau jelas. Konflik kewenangan ini tidak 
hanya bersifat negatif tetapi juga bersifat positif.4 
 
3 Puteri Hikmawati, “Permasalahan Hukum dalam Penyidikan…, 89. 
4 Ibid.  
 



































Contoh konflik kewenangan negatif, berdasarkan informasi dari 
masyarakat pada titik koordinat tertentu telah terjadi penangkapan ikan secara 
illegal ataa tanpa izin. Peristiwa tersebut diinformasikan kepada ketiga lembaga 
penegak hukum perikanan, yaitu DKP, TNI AL, dan kepolisian, lalu ketiga 
lembaga tersebut menurunkan armadanya masing-masing armada tersebut 
melakukan penangkapan, kemudian bertemulah ketiga armada tersebut, 
walaupun tidak terjadi pertikaian, dengan adanya tindakan saling menurunkan 
armadanya berarti telah terjadi kerugian materi untuk melakukan tindakan yang 
sia-sia. Adapun contoh konflik kewenangan secara positif, yaitu ketiga 
lembaga tersebut sama-sama berwenang membuat berita acara pemeriksaan 
(BAP), konflik kewenangan seperti ini sangat tidak menguntungkan dan harus 
di carikan solusinya.5  
Menurut Kepala Kejaksaan Tinggi Sukawesi Utara, I Ketut Artana, 
terdapat kelemahan dalam Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2004 Tentang 
Perikanan, yaitu tidak mengatur tentang penanganan barang bukti, sehingga 
pelaksanaannya berbeda tergantung penyidik yang melakukan pemeriksaan, 
yaitu PPNS Perikanan akan melelang barang bukti yang mudah busuk, 
sedangkan Penyidik Polri dan TNI AL akan memusnahkannya. Terhadap 
barang bukti kapal, jaksa perikanan pada Kejaksaan Tinggi Bitung mengatakan 
ada masalah terhadap penyimpannnya, yaitu masalah waktu. Kejaksaan 







































putusan tetap, padahal biaya perawatan barang bukti mahal dan tidak ada dana 
khusus untuk itu.6  
Atas dasar guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas penyidik dan 
untuk memperlancar komunikasi serta tukar menukar data, di perlukan dalam 
rangka efektivitas dan efisiensi penanganan tindak pidana perikanan secara 
terpadu, maka di bentuk Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana 
Perikanan. Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan 
Perikanan Nomer Per. 13/ Men/2015 Tentang Forum Koordinasi Penanganan 
Tindak Pidana Perikanan sebagaimana telah mengalami dua kali perubahan. 
Tugas forum ini adalah mengkoordinasi kegiatan penyidikan tindak pidana 
bidang perikanan. Forum ini berada di bawah tanggung jawab Menteri 
Kelautan dan Perikanan. Keanggotaan forum Koordinasi Tindak Pidana 
Perikanan di ketahui oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, dengan dua 
wakilnya yaitu Kepala Polri dan Kepala Staf Tentara Nasional Indnesia 
Angkatan Laut. Ke,udian keanggotaannya meliputi unsur DKP, Polri, TNI AL, 
Kejaksaan Agung, Kementrian Hukum dan HAM, dan kementrian 
Perhubungan, serta Kementrian Keuangan. Untuk mendukung tugas Forum 
Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Bidabg Perikanan, di bentuk tim teknis 
sesuai kebutuhan. Tim teknis ini dalam tugasnya menyampaikan laporan dan 
bertanggung jawab kepada Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana 
Bidang Perikanan. Sementara itu pada tingkat provinsi dan kabupaten atau kota 
 
6 Ibid., 90. 
 



































di bentuk Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Bidang Perikanan 
didaerah. Yang di terapkan oleh gubernur dan bupati atau wali kota.7 
Mekanisme koordinasi dalam menjalankan tugas dan wewenang setipa 
penyidik di perlukan agar tercipta suatu mekanisme penyidikan yang 
akuntabel. Dengan mekanisme koordinasi maka tugas dan wewenang ketiga 
instansi penyidik tidak tumpang tindih dan justru akan mendorong peningkatan 
kinerja antar penyidik. Dengan demikian tujuan dari Undang-Undang Nomer 
45 Tahun 2009 Tentang Perikanan untuk meminimalisir tindak pidana  bidang 
perikanan dapat terwujud. Apabila lembaga penegak hukum bidang perikanan 
berjalan sendiri tanpa adanya keterpaduan sistem, dapat membuka peluang 
kolusi, korupsi dan nepotisme serta dapat memunculkan tindakan 
penyalahgunaan wewenang. Integrated system tersebut misalnya sistem online 
penegakan hukum perikanan, yaitu apabila salah satu instansi penegak hukum 
perikanan bidang perikanan melakukan penengkapan kapal perikanan illegal, 
saat itu juga terdeteksi oleh lembaga penegak hukum bidang perikanan lainnya, 
dengan adanya pengawasan terhadap penegak hukum perikanan maka 
kepentingan rakyat akan terlindungi.8 
Sebagai mana halnya TNI AL, POLRI, dan PPNS (Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil) yang diberi amanat oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 
tentang Perikanan untuk melaksanakan penyidikan dalam kasus penangkapan 
ikan secara ilegal di wilayah perairan Indonesia baik pelanggaran tersebut 
 
7 Ibid., 91. 
8 Ibid., 92. 
 



































dilakukan oleh warga Negara Indonesia sendiri ataupun dilakukan oleh orang 
asing. 
Pada tahun 1995 permasalahan ilegal fishing dijadikan isu utama di 
tingkat global oleh FAO, dengan alasan bahwa persediaan ikan dunia 
mengalami penurunan dan salah satu faktor penyebabnya adalah praktek ilegal 
fishing, dan terdapat sembilan daerah utama penangkapan ikan di dunia 
mengalami overfishing akibat praktek ilegal fishing.9 
Beberapa praktik penangkapan ikan yang tergolong ilegal dan 
mengakibatkan overfishing antara lain, armada kapal perikanan yang sengaja 
masuk wilayah perairan zona ekonomi eksklusif suatu negara tanpa izin dan 
menangkap ikan secara berlebih. Cara lainnya adalah armada kapal perikanan 
yang telah mendapatkan izin secara ilegal namun melakukan tindakan ilegal 
dengan cara berpindah dari wilayah penangkapan wilayah ikan yang sudah 
ditetapkan (pelanggaran fishing ground), dengan cara menggunakan alat 
penangkapan yang dilarang (bahan kimia, bahan biologis, dan bahan peledak). 
Praktik-praktik penangkapan ikan tersebut dapat mengganggu dan merusak 
keberlanjutan SDI, sehingga membuat langkah-langkah pengelolaan dan 
konsevasi tidak berjalan efektif. Kondisi SDI di laut lepas yang mengalami 
overfishing antara lain terjadi pada sumberdaya ikan bermigrasi jauh. 
Berdasarkan lampiran I the United Nations Convention on the Law of the Sea 
 
9 Chomariyah, Hukum Pebgelolaan Konsrvasi Ikan: Pelaksanaan Pendekatan Kehati-hatian oleh 
Indonesia, (Malang: Setara Press, 2014), 10. 
 



































(selanjutnya di sebut UNCLOS 1982) terdapat beberapa jenis ikan yang 
termasuk dalam daftar jenis ikan bermigrasi jauh.10 
Standar internasional untuk mengatur perkembangan pengaturan 
pengelolaan dan konsevasi SDI di laut lepas adalah UNFSA 1995. Berdasarkan 
amanat Undang-Undang Perikanan maka Indonesia harus konsisten dalam 
melaksanakan pengelolaan dan konservasi SDI di laut lepas sesuai dengan 
UNFSA 1995. Namun Kenyataannya, Undang-Undang Perikanan belum 
melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam UNFSA 1995, antara lain 
tentang pendekatan kehati-hatian, yang belum tercantum dalam salah satu asas 
dalam Undang-Undang Perikanan dan langkah-langkah pengelolaan serta 
konservasi sumberdaya ikan khususnya jenis ikan bermigrasi jauh. Demikan 
juga peraturan pelaksanaan dari Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Perikanan, 
yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.03/MEN/2009 
tentang penangkapan ikan/pengangkutan ikan di laut lepas, yang dicabut 
melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.12/MEN/2012 
tentang Usaha Penangkapan Ikan di Laut Lepas belum melaksanakan pedoman 
pelaksanaan yang terdapat dalam Lampiran II UNFSA 1995 yang menetapkan 
tentang pelaksanaan pendekatan kehati-hatian berupa titik-titik rujuk 
pencegahan dalam pengelolaan dan konservasi SDI jenis ikan bermigrasi 
jauh.11 
 
10 Ibid., 11. 
11 Ibid., 25. 
 



































Pengaturan konservasi sumberdaya ikan di Indonesia di atur dalam 
Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 Tentang Konsevasi Sumberdaya Ikan 
(L.N RI tahun 2007 No. 134 dan TLNRI No. 4779) yang merupakan 
pelaksanaan dari ketentuan Pasal 13 Undang-Undang perikanan. Berkaitan 
dengan pelaksanaan pendekatan kehati-hatian berdasarkan UNFSA 1995, Pasal 
2 ayat (2) (a) PP No. 60 Tahun 2007 mencatunkam pendekatan kehati-hatian 
sebagai salah satu asas di dalamnya, namun bukan dalam kerangka UNFSA 
1995. Pendekatan kehati-hatian yang tercantum dalam PP No. 60 tahun 2007 
merupakan pelaksanaan dari Convention on International Trade in Endangered 
Species of Wild Fauan and Flaura (CITES 1973).12 
Berdasarkan amanat Pasal 7 Undang-Undang Perikanan, Menteri 
mempunyai kewajiban untuk menetapkan rencana pengelolaan perikanan 
dalam rangka mendukung setiap kebijakan pengelolaan sumberdaya ikan. 
Namun hingga saat ini yang ada hanya pedoman penyusunan rencana 
pengelolaan perikanan di bidang penangkapan ikan, di atur melalui Peraturan 
Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. PER.29/MEN/2012. 
Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Indonesia memiliki kewajiban 
berdasarkan Hukum Internasional (UNFSA 1995) untuk melaksanakan prinsip-
prinsip umum yang terdapat dalam Pasal 5 (terutama pendekatan kehati-hatian) 
dalam pengelolaan dan konservasi sumberdaya ikan jenis bermigrasi jauh di 
dalam wilayah di bawah yurisdiksi nasionalnya. Juga berdasarkan amanat 
Undang-Undang Perikanan untuk segera menangani permasalahan 
 
12 Ibid., 26. 
 



































pembangunan perikanan di Indonesia sebagaimana tercantum dalam penjelasan 
Undang-Undang No. 45 Tahun 2009, yaitu: “... terdapat beberapa isu dalam 
pembangunan perikanan yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, 
baik pemerintah, masyarakat, ,aupun pihak lain yang terkait dengan 
pembangunan perikanan. Isu-isu penangkapan ikan berlebih, pencurian ikan, 
dan tindakan ilegal fishing lainnya...”13. Pemerintah membentuk mmbuat 
kebijakan dengan membentuk Pengadilan perikanan untuk meneggakkan 
hukum di bidang kelautan yang menyangkut tentang tindakan atau perbuatan 
yang melanggar terhadap Undang-Undang tentang Perikanan, jadi jika ada 
orang yang melakukan tindakan melanggar Undang-Undang perikanan, maka 
pengadilan perikanan yang berwenang mengadili, memeriksa, dan memutus 
tindak pidana di bidang perikanan. Pengadilan perikanan ini merupakan 
pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum. Untuk 
peradilan perikanan sampai saat ini tidak semua peradilan umum ada peradilan 
perikanannya, di Indonesia pengadilan umum yang ada pengadilan 
perikanannya hanya ada di beberapa daerah saja, untuk tahap sekarang akan di 
bentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan 
Tual. Untuk tempat pengadilan perikanan ini posisinya akan berkedudukan di 
pengadilan negeri.14 
Penegakan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan 
tidak mungkin bisa berjalan tanpa adanya penyidik, dalam melakukan 
 
13 Ibid., 28. 
14 Nur Yanto, Memahami Hukum Laut Indonesia, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014),110. 
 



































penegakkan hukum di bidang perikanan tersebut yang menjadi penyidik ada 
tiga instansi sesui dengan Pasal 73 ayat (1):15 
1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan. 
2. Penyidik TNI AL. 
3. Penyidik Kepolisian Republik Indonesia. 
Para penyidik tindak pidana bidang perikanan dalam melaksanakan 
tugasnya berpedoman pada Pasal 73A yang meneyebutkan tentang 
kewenangan penyidik sebagaimana di maksud dalam Pasal 73: 
1. Menerima laporan atau pengaduan dari sesorang tentng adanya tindak 
pidana di bidang perikanan. 
2. Memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi untuk didengar 
keterangannya. 
3. Membawa dan menghadapakan seseorang sebagai tersangka dan/atau 
saksi untuk didengar keterangannya. 
4. Menggeleda sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam 
atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan. 
5. Menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan 
kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang 
perikanan. 
6. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan. 
7. Memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana bidang perikanan. 
 
15 Ibid., 111. 
 



































8. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak 
pidana di bidang perikanan. 
9. Membuat dan mendatangani berita acara pemeriksaan. 
10. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil 
tindak pidana. 
11. Melakukan penghentian penyidikan, dan 
12. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum di pertanggungjawabkan. 
Undang-Undang Perikanan tersebut juga merupkan suat upaya 
pegembangan sistem MCS (Monitoring, Control, and Survellance) Perikanan 
dengan tujuan sebagai bentuk upaya pengelolaan sumber daya perikanan sesuai 
dengan ketentuan internasioanal dan nasional, terutama dalam CCRF (Code Of 
Conduct For Reponsible Fisheries) pastiya untuk mengatasi tindak pidana IUU 
Fishing.16 
Pandangan awam terhadap penangkapan ikan secara ilegal sering diberi 
pemahaman sama dengan pencurian ikan. Terminologi tindak pidana ini dalam 
aspek teoritis maupun peraturan perundang-undangan mencakup tentang 
tindakan: 
1. Illegang Fishing 
Yaitu suatu kejahatan menangkap ikan di wilayah perairan suatu 
negara yang dilakukan secara ilegal. 
2. Unreported Fishing. 
 
16 Freshty Yulia Arthatiani, Peran Pegawai NegeriSipil…, 2. 
 



































Yaitu suatu aktifitas penangkapan ikan dengan cara sama sekali 
tidak pernah melaporkan atau melapor secara tidak benar kepada instansi 
yang berwenang tentang hasilnya dalam menangkap ikan, serta melakukan 
kegiatan menangkap ikan di daerah zona yang menjadi kompetensi 
organisasi pengelolaan ikan lingkup regional. 
3. Unregulated Fishing. 
Yaitu suatu kegiatan perikanan yang tidak di atur. 
Untuk menyelesaikan kasus tindak pidana dalam bidang perikana di 
berikan pada pengadilan dengan daerah hukumnya yaitu Pengadilan Negeri. 
Sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 
tentang Perikanan di bentuk sebuah pengadilan bidang perikanan yang 
memiliki wewenang mengadili, memutus dan memeriksa. Maka atas ketentuan 
tersebut dapat sangat mudah dipahami bahwa wewenang mengadili tindak 
pidana bidang perikanan menjadi wewenang dari pengadilan perikanan dengan 
daerah hukum Pengadilan Negeri. 
Secara yuridis untuk ketiga instansi memang masing-masing memiliki 
kewenangna yang sah dalam melakukan penyidikan tindak pidana karena 
berdasar pada kewenangan yang diberi melalui Pasal 73 Undang-Undang 
Nomor 45 Tahun 2009. Akan tetapi pemberian kewenangan penyidikan untuk 
kasus pidana perikanan terhadap TNI AL, POLRI, dan PPNS Perikanan 
memuat makna konsekuensi tidak bisa tidak untuk setiap instansi penyidik 
berwenang melaksanakan penyidikan bidang perikanan apabila ada terjadi 
pelanggaran dalam hal tersebut yang terjadi di wilayah perairan Indonesia, dan 
 



































ZEE Indonesia. Model pemberian kewenangan kepada beberapa instansi 
terhadap satu bentuk tindak pidana sangat dikhawatirkan bisa menimbulkan 
adanya tumpang tindih dalam melaksanakan kewengan tersebut. Kemudian 
kenyataan praktek pelaksanaan kewenangan ketiga instansi tersebut di 
lapangan di dasarkan pada kesepakatan yang tidak tertulis, bahwa siapa saja di 
antara ketiga intansi yang mengetahui telah terjadi tindak pidana bidang 
perikanan maka dialah yang berhak melakukan penyidikan. Walaupun 
demikian, di samping kesepakatan tersebut di buat secara tidak tertulis dengan 
arti kekuatan hukumnya sangat minim, hal tersebut masih tetap menimbulkan 
ketentuan atau konsekuensi terjadi di suatu spot yang sama terdapat ketiga 
instansi tersebut dan ini berarti berakibat tidak optimalnya penegakan hukum. 
Kewenangan melakukan penyidikan di bidang perikanan yang diatur 
dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2009 tentang Perubahan 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan masih 
menimbulkan kerancuan kareana masih bersifat persial: 
 
 
B. Analisa Kewenangan Penyidikan Dalam Prespektif Fiqih Siyasah. 
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan siyasah 
dusturiyah dapat dikatakan saling berkaitan karena siyasah dusturiyah adalah 
fiqh siyasah yang membahas tentang masalah perundang-undangan antara lain 
mencakup hal-hal yang berhubungan dengan konsep konstitusi.  
 



































Hal ini juga diperkuat dengan adanya beberapa refrensi yang 
menyatakan bahwasannya siyasah dusturiyah adalah fiqh siyasah yang 
membahas masalah ketatanegaraan, hal membuktikan bahwa ajaran agama 
islam tidak hanya mengajarkan bagaimana umat manusia berhubungan dengan 
tuhannya tetapi juga bagaimana umat manusia berhubungan dengan sesama 
muslim dalam bernegara. 
Tugas wali pidana yang paling esensial adalah menangani hal-hal yang 
diperbolehkan, bukan hal-ha yang wajib. Jika muncul hal-hal yang 
mencurigakan, ia terjun menanganinya, serta melakukan penyelidikan secara 
maksimal dengan menggunakan seluruh fasilitas yang ada sampai kebenaran 
terlihat, dan melindungu terdakwa dengan apa saja yang dibenarkan oleh 
hukum. Jika posisi keduanya seimbang, dan keduanya sama-sama memiliki 
bukti yang akurat, serta hujja diantara mereka tidak bisa dilemahkan, maka wali 
pidana memberikan nasihat yang sama keada keduanya. Tetapi setelah wali 
pidana memberikan nasihat, masih memiliki tugas khusus yaitu mengintimidasi 
keduanya, serta mengadakan penyelidikan terhadap latar belakang. Jika dengan 
penyelidikan bisa diketahui mana pihak yang benar, maka hasil penyelidikan 
di jadikan sebagai acuan dalam menyelesaikan masalah atau perkara. 
Sebaliknya apabila hasil penyelidikan tidak bisa menyelesaikan perselisihan , 
perkara keduanya di serahkan secara penuh pada pihak ketiga, tokoh-tokoh dari 
kalangan para tetangga atau tokoh marganya. Jia perkara keduanya bisa 
diselesaikan oleh pihak ketiga, maka perkaranya dianggap sudah beres. Namun 
 



































jika perkaranya tidak kunjung selesai, maka diserahkan pada keputusan 
pengadilan. Itulah akhir dari perkara keduanya.17  
Jika wali pidana ingin melimpahkan penanganan kasus-kasus pidana 
kepada pihak lain, maka pihak penerima limpahan tugas adalah salah satu dari 
dua pihak yaitu orang yang memiliki otoritas terhdap limpahan tugas tang 
diberikan kepadanya, dan orang yang tidak memiliki otoritas terhadap 
limpahan tugas ang diberikan kepadanya. Namun apabila piihak yang diberi 
limoahan yugas penanganan perkara adalah orang yang mempunyai otoritas 
misalnya hakim, maka pelimoahan tugas tidak terlepas dari salah satu dari dua 
hal:18 
 
1. Jika pelimpahan tugas tersebut adalah izin untuk memutuskan perkara, 
maka hakim diperbolehkan memutuskan perkara pihak-pihak yang 
berperkara, karena ia memiliki otoritas untuk tujuan tersebut, dan 
pelimpahan tugas oleh wali pidana adalah penguat baginya. 
2. Pelimpahan tugas adalah tugas untuk melakukan penyelidikan atas 
menjadi mediator dalam dua pihak yang berperkara, jika pelimpahan 
tersebut mengandung larangan memutuskan perkara, maka hakim tidak 
boleh memutuskan perkara pihak-oihak yang berperkara, dan larangan 
tersebut adalah pemecatan dirinya dari penanganan perkara kedua belah 
pihak yang berperkara. Namun ia tetap memiliki otoritas luas terhadap 
perkara selain perkara ang dilimpahkan keadanya, karena sebagaimana 
 
17 Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaaniyyah…, 167. 
18 Ibid., 168. 
 



































otoritas itu ada dua umum dan khusus, maka pemecatan juga ada dua yaitu 
umum, dan khusus. 
Jika seseorang mendapatkan pelimpahan tugas untuk mengadakan 
penyelidikan, ia harus mengadakan peyelidikan perkara dan menyelesaikan 
proses penyelidikan sehingga hasil pemyelidikan bisa dijadikan sebagai bahan 
kesaksian, dan wali pidana diperbolehkan memutuskan perkara berdasarkan 
hasil penyelidikan tersebut, acuan unutk memutuskan perkara, maka hasil 
penyelidikan tersebut sifatnya informasi dan wali pidana tidak boleh 
memutuskan perkara berdasarkan informasi tersebut, dan hanya 
menjadikannya sebagai indikasi untuk mengetahui kondisi salah satu pihak 
yang berperkara. Jika seseorang mendapatkan pelimoahan tugas untuk menjadi 
mediator, ia harus menjadi mediator diantara pihak yang berperkara. Jika 
berhasil emndamaikan pihak yang berperkara, maka tugasnya sebagai mediator 
tidak selesai dan ia menjadi saksi dalam perkara tersebut. Jika ia dipanggil 
untuk memberikan kesaksian, ia harus dating untuk memberikan kesaksian. 
Jika ia tidak berhasil mendamaikan pihak yang berperkara, ia menjadi saksi 
bagi keduanya dalam apa saja yang keduanya akui, ia berikan kesaksiannya 
kepada wali pidana, dan tidak memberikan kesaksian kepadanya jika kedua 
belah pihak tidak kembali terlibat kasus pidana. Jika seseorang mendapatkan 
pelimpahan tugas untuk menjadi hakim dalam perkara kedua belah pihak, maka 
pelimpahan tugas seperti itu kepadanya harus dikaji dengan mendalam, agar 
penanganannya berjalan sesuai dengan semestinya.19
 
19 Ibid., 170. 
 





































Berdasarkan uraian yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dalam 
penelitian ini dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas 
permasalahan yang sudah dirumuskan. Kesimpulan tersebut adalah sebagai 
berikut: 
 
1. Untuk menjamin kepastian hukum bagi penyidik tindak pidana perikanan 
dibuat pedoman bagi penyidik  dalam menanganni tindak pidana perikanan 
yaitu Kesepakatan Berasama antara Departemen Kelautan dan Perikanan 
Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan 
Tentara Negara Indonesia Angkatan Laut No. KB.05A/DJP2SDKP/2008, 
No. POL:B/150/II/2008 tentang Standar Operasional dan Prosedur 
Penanganan Tindak Pidana Perikanan pada Tingkat Penyidikan. Dalam 
kesepakatan tersebut ditetapkan bahwa penyidikan tindak pidana 
perikanan dilakukan oleh PPNS di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara 
Republik Indonesia, Penyidik TNI AL di Zona ZEEI dan Perairan 
Indonesia, serta penyidik POLRI di wilayah perairan Indonesia. 
Berdasarkan kesepakatan pembagian wilayah penyidikan tindak pidana 
perikanan di wilayah perairan Indonesia, ketiga penyidik dapat melakukan 
penyidikan tindak pidana perikanan. Disinilah dapat terjadi konflik 
kewenangan dari ketiga instansi penyidik tersebut. Untuk penyelesaian 
 



































hukum konflik dalam penegakan hukum perikanan perlu diambil langkah-
langkah revisi terhadap UU No. 45 Tahun 2009 Tenatng Perikanan. UU 
perlu memasukkan pembagian kewenangan secara jelas, dilengkapi 
dengan mekanisme kerja yang pasti dan memasukka sistem penegakan 
hukum perikanan 
2. Kewenangan TNI AL, POLRI, dan PPNS dalam menangani kasus tindak 
pidana perikanan yang disebutkan dalam UU Nomer 45 Tahun 2009 
tentang Perikanan sesuai dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah 
yang ada dalam fiqh siyasah. Bahwasnnya TNI AL, POLRI, dan PPNS 
disetarakan kewenangannya melakukan penyidikan bidang perikanan 
dalam konteks negara Islam, ketiganya memiliki tugas yang sama yaitu 
untuk mewujudkan kemaslahatan umat. 
 
B. Saran 
Kewenangan yang dilakukan oleh tiga aparatur negara TNI AL, POLRI, 
PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), dinilai dapat menimbulkan tumpang 
tindih kewenangan, walaupun hal tersebut memamng telah sesuai dengan UU 
Nomer 45 Thaun 2009 Tentang Perikanan. Sebagaimana kasus yang pernah 
terjadi yaitu penanganan terhadap tertangkapnya kapal asal Thailand Silver Sea 
2 di perairan sabang, Aceh pada waktu yang lalu, menjadi penegas bahwa 
pelanggaran tindak pidana bidang perikanan  masih berjalan di Indonesia. Agar 
kasus Hai Fai tidak terulang pada Silver Sea 2 maka Untuk penyelesaian hukum 
konflik dalam penegakan hukum perikanan perlu diambil langkah-langkah 
revisi terhadap UU No. 45 Tahun 2009 Tenatng Perikanan. UU perlu 
 



































memasukkan pembagian kewenangan secara jelas, dilengkapi dengan 
mekanisme kerja yang pasti dan memasukka sistem penegakan hukum 
perikanan secara jelas. UU juga perlu mengatur pengawasan dalam penegakan 
hukum perikanan, sehingga tidak terjadi konflik kewenangan. 
Mekanisme koordinasi dalam menjalankan tugas dan wewenang 
masing-masing penyidik diperlukan agar tercipta suatu mekanisme penyidikan 
yang akun table. Dengan mekanisme koordinasi maka tugas dan wewenang 
ketiga instansi penyidik tindak pidana periknan tidak tumpang tindih dan justru 
mendorong peningkatan kinerja para penyidik secara umum, dengan demikian 
Undang-Undang Nomer 45 Tahun 2009 untuk meminimalisasi tindak pidana 
bidang perikanan dapat tercapai. 
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